MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 27 /Per/M.KUKM/X/2006

) TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002
TENTANG PETUNJUK TEKN!S PERKUATAN PERMODALAN USAHA
KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN LEMBAGA
KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN
PADANAN (MAP) MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL
MADANI TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE)

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan proses perguliran
program Penyediaan Modal Awal dan Padanan kepada
KUKM.melalui PT Permodalan“Nasionz: 'Madani Techno
Venture (PT.PNM Techno- Venture), perlu dukungan
koordinasi yang lebih baik dengan Dinas/Badan yang
membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. ' bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
113.2/Kep/M.KUKM/X/2002 lentang Petunjuk Teknis
Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi (UKMK) dan Lembaga Keuangannya dengan
Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui PT.
Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT.PNM
Techno Venture).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 3502);

SALINAN
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:9 Tahun 1995
tentang Usaha Keci! (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor: 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 3611);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 _tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32
Tahun 1998 tentang Pembinaan. Dan Pengembangan
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor: 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor: 3743);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun
1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengabh;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/Xll/2001, tanggal 10
Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI Nomor : 113.2/Kep/M.KUKM/X/ 2002,
tanggal 25 Oktober 2002 tentang Pestunjuk Teknis
Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi (UKMK) dan Lembaga Keuangannya Dengan



Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) Melalui PT
Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT.PNM
Techno Venture).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERAS! DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH Nomor 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002
TENTANG DETUNJUK TEKNIS PERKUATAN
PERMODALAN USAHA KECIL, MENENGAH DAN
KOPERASI (UKMK) DAN LEMBAGA KEUANGANNYA
DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN
(MAP) MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE).

PASAL |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Kopsrzasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002 temtang
Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan Koparzsi
(UKMK) dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan
Padanan (MAP) melalui PT. Permodalan Nasional Madani Techno Venture
(PT. PNM Techno Venture), sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan -Pasal 8, sehingga Pasal 8 keseluruhanmya
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Pengembalian dana MAP diatur sebagai berikut :

a.

- C.

pengembalian angsuran pokok dana MAP oleh Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Perusahaan Pasangan Usaha (KUKM-PPU)
dilakukan dengan cara diangsur atau sekaligus sesuai dengan
jadwal divestasi KUKM-PPU, yaitu maksimal 5 (lima) tahun ke
Rekening Penampungan MAP atas nama PT. PNM Techno Veniure
yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk;

pengembalian angsuran pokok dana MAP oleh KUKM-PPU pada
Rekening Penampungan MAP selanjutnya akan dipindahbukukan
pada Rekening Pokok MAP secara periodik dan dapat digulirkan
kembali oleh PT. PNM Techno Venture kepada KUKM-CPPU lain
atas persetujuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah sesuai mekanisme yang tertuang dalam Petunjuk Teknis
ini;

-jangka waktu kerfasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dengan PT. PNM Techno Venture adalah S (lima) tahun



dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan jangka waktu
pembiayaan dana MAP kepada KUKM-PPU penerima dana MAP
melalui PT. PNM Techno Venture maksimal 5 (lima) tahun .”

Menambah ketentuan baru diantara Pasal 8 dan Pasal 9 yang
dijadikan pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8 A

Perguliran Dana MAP diatur sebagai berikut :

a.

PT. PNM Techno Venture melakukan identifikasi KUKM-CPPU yang
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

atas dasar identifikasi tersebut PT.PNM Techno Venture melakukan
seleksi dan penilaian kelayakan KUKM-CPPU berdasarkan prosedur
dan standar kelayakan yang berlaku pada PT.PNM Techno Ventura
untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas/Badan yang
membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja KUKM-CPPU yang
bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi.

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja
KUKM-CPPU yang bersangkutan menyampaikan rekemendasi
kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
terutama dalam aspek - non-finansial untuk menilai pemenuhan
persyaratan kriteria KUKM-PPU sesuai dengan ketentuan dalam
Petunjuk Teknis;

dalam hal Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di
wilayah kerja KUKM-CPPU yang bersangkutan menolak untuk
memberikan rekomendasi, maka harus disertai dengan alasan yang
jelas dan didukung dengan data yang memadai;

PT. PNM Techno Venture mengajukan usulan kepada Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan
daftar-nominatif dan ringkasan proposal KUKM-CPPU yang telah
dinilai kelayakannya (telah lulus dalam seleksi), jumlah dana yang
dibutuhkan serta dana padanan dari PT.PNM Techno Venture serta
rekomendasi Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di
wilayah KUKM-CPPU yang bersangkutan;

dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi
tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka PT.PNM
Techno Venture segera menyalurkan dana MAP kepada masing-
masing KUKM-CPPU bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak tanggal persetujuan dari Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.”



3. Mengubah ketentuan Pasal 9 huruf e angka 3), sehingga Pasal 9
huruf e keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

e.

“ Pasal 9

Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan
sebagai berikut :

1. 55% (lima puluh lima persen) dari bagi hasil dan atau kupon

obligasi konversi untuk PT.PNM Techno Venture digunakan
untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap
sebelum dilakukan evaluasi (due dilligent), evaluasi,
pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan
administrasi investasi;

. 30% (tiga puluh persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi

konversi untuk pemupukan modal <dana MAP yang
dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil MAP, dan setiap
triwulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP.
Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada
Rekening bersangkutan;

. 15% (lima belas persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi

konversi yang dipindahbukukan pada rekening Bagi hasil MAP
atas nama PT. PNM Techno Venture untuk kegiatan Supervisi,
pengendalian, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap
triwulan. *

PASAL I

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta
Pada tanggal :16 Oktober 2006

Menteri Negara,
ttd.
Suryadharma Ali

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001



3. Mengubah ketentuan Pasal 9 huruf e angka 3), sehingga Pasal 9
huruf e keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 9

e. Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan
sebagai berikut :

1. 55% (lima puluh lima persen) dari bagi hasil dan atau kupon
obligasi konversi untuk PT.PNM Techno Venture digunakan
untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap
sebelum dilakukan evaluasi (due dilligent), evaluasi,
pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan
administrasi investasi;

2. 30% (tiga puluh persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi untuk pemupukan modal dana MAP yang
dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil: MAP, dan setiap
triwulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP.
Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada
Rekening bersangkutan;,

3. 15% (lima belas persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi yang dipindahbukukan pada rekening Eagi hasil MAP
atas nama PT. PNM Techno Venture untuk kegiatan Supervisi,
pengendalian, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap
triwulan. “

PASAL 1

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta
Pada tanggal :16 Oktober 2006

Menteri Negara,
ttd.

Suryadharma Ali

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001
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PETUNJUK TEKNiS

PERKJATAN PERMODALAN USAHA KEGIL,
MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN
LEMBAGA REUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MOGAL AWAL DAN PADANAN (MAPj MELALYI
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO UENTURE
(PT. PN TECHNO UENTURE)

'

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
; REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2002
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MENTER! NEGARA KOPERAS!
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTER] NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN
USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN
LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP)
MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE)

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAHR REPUBLIK INDONESIA

Menrimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan
dan mengembangkan usaha
Usaha Kecil, Menengah, dan Ko-
perasi perlu dukungan permodalan
dan investasi dengan program
Penyediaan  Modal Awal dan
Padanan melalui Lembaga Moda
Verntura ;
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PETUNJUK TEKNIS

PERKUATAN PERMODALAN USAHA HEGIL,
MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN
LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AUAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO VENTURE
(PT. PNM TEGHNO UENTURE)

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
’ REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2002

SSSS S

A S

MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL. DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : i13.2/Kep/M.KUKM/X/2002

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN
USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN
LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP)
" MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO VENTURFE (PT.PNMTECHNO VENTURE)

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAK REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a. bahwa dalam rangka ineningkatkan
dan mengembangkan usaha
Usaha Kecil, Menengah, dan Ko-
perasi perlu dukungan permodalan
dan investasi dengan program
Penyediaan Modal Awal dan
Padapan melalui Lembaga Modal

Ventura ; :



Mengingat

. bahwa dalam rangka kelancaran

pelaksanaan program MAP Tahun
2002 sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dipandang perlu menge-
luarkan Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Petunjuk Teknis
Perkuatan  Permodalas  Usaha
Kecil, Menengah, Koperasi dan
Lembaga Keuangannya dengan
Penyediaan Modal Awal dan
Padanan melalui Lembaga Modal
Ventura,

. Undang-Undang Perbendaharaan

Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor
448 sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1968
Lembaran Negara Tahun 1968
Nomor 53;

. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara
RI' TH. 1992 Nomor 116 Tambahan
Lembaran Negara Nomor : 350?);

. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara RI
TH. 1995 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Nomor : 3611);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun

2000 tentang Program Pem-
bangunan Nasional (Propenas)
(Lembaran Negara RI TH. 2000
Nomor 206),

. Peraturan Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 1998
tentang Pembinaan dan Pengem-
bangan Usaha Kecil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahur, 1999 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dalam Pengem-
bangan Usaha Kecil;

. Keputusan Presiden Rl Nomor 17

Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  Belanja
Negara,
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. Keputusan Presiden R Nomor 101

Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Funrgsi, Kewenangan, Su-
sunan Organisasi dan Tata Kerja
Menteri Negara;

Instruksi Presiden Repuolik
Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999
tentang Pemberdayaan Usaha
Menengah;

Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan UKM Nomor
70/Kep/Meneg/XIl/2001, tanggal 10
Desember 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Menteri
Negara Koperasi dan UKM.

Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI Nomor

81.1/Kep/M.KUKM/VII1/2002,
tanggal 1 Agustus 2002 tentang
Petunjux Teknis Perkuatan
Permodalan Usaha Kecil,
Menengah, Koperasi dan L embaga
Keuangannya Dengan Penyediaan
Modai Awal dan Padanan Melalui
Lembaga Modal Ventura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN

PERMODALAN USAHA  KECIL, ME-
NENGAH DAN KOPERASI (UKMK)
DAN LEMBAGA KEUANGANNYA
DENGAN  PENYEDIAAN  MODAL
AWAL DAN PADANAN (MAP) ME-
LALUI P T. PERMODALAN N ASIONAL
MADANI TECHNO VENTURE (PT. PNM
TECHNO VENTURE).

o

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a.

Modal Awal dan Padanan atau disingkat MAP adalah
dana Pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan UKM
untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro,
Lembaga Modal Ventura dan Inkubator.




Modal Awal adalah dana untuk mendukung Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah.

Modal Padanan adalah dana yang disediakan sebagai
padanan/dampingan dana untuk membiayai Usaha
Mikro dan Kecil yang sedang atau akan mengem-
bangkan usahanya.

Modal Ventura adalah pembiayaan yang berbentuk
penyertaan modal, pola bagi hasil dan obligasi
konversi kepada KUKM-PPU dalam jangka waktu
tertentu dengan karakteristik: mempunyai tingkat risiko
atas modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai
investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang
perlu melibatkan diri dalam pengelolaan KUKM-PPU,
investasi bersifat sementara, dan mengharapkan hasil
atas investasi yang ditanamkan.

Bank Pelaksana adalah Bank yang bekerjasama
dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah untuk menampung dana MAP yang
diteruskan kepada KUKM-PPU dan inenampung
pengembalian pokok dana MAP dari KUKM-PPU.

PT." Permodalan Nasional Madani Techiio Venture
(PT. PNM Techno Venture) adalah suatu Afiliasi Badan
Usaha Milik Negara dengan wilayah kerja di seluruh
Indonesia yang mengembangkan pembiayaan kepada
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berbasis
teknologi dengan kompetensi tertentu di sektor
teknologi proses, bio-teknologi dan berorientasi

?‘T

ekspor serta memiliki nilai tambah tinggi dengan
pemanfaatan teknologi yang membutuhkan skala
investasi relatif besar melalui pembiayaan modal
ventura.

KUKM-CPPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagai Calon Perusahaan Pasangan
Usaha yang mengajukan pembiayaan kepada PT.
PNM Techno Venture, tetapi belum dibiayai oleh PT.
PNM Techno Venture.

KUKM-PPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagai Perusahaan Pasangan Usaha
yang memenuhi syarat kelayakan dan telah dibiayai
oleh PT. PNM Techno Venture.

Perguliran Dana MAP Modal Ventura adalah peng-
alihan dana MAP dari KUKM-PPU yang telah mene-
rima dana MAP melalui PT. PNM Techno Venture
kepada KUKM-PPU lainnya yang beium menerima
dana MAP dari PT. PNM Techno Venture.

Investasi adalah pembiayaan usaha oleh PT. PNM
Techno Venture untuk digunakan sebagai modal
investasi dan atau modal keria oleh KUKM-PPU.
Divestasi adalah pengembalian pembiayaan ataii
penarikan kembali pembiayaan PT. PNM Techno
Venture dari KUKM-PPU, sesuai dengan mekanisme
yang disepakati antara PT. PNM Techno Venture
dengan KUKM-PPU. ™~

”




Bagi hasil adalah prosentase tertentu dari pendapatan
pada suatu periode tertentu yang telah ditetapkan yang
akan diberikan oleh KUKM-PPU kepada PT. PNM
Techno Venture untuk keperluan pengembangan
modal, penyaluran/pengelolaan, pendampingan,
penagihan, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta
pengembangan dana MAP.

Obligasi Kcnversi adalah pembiayaan yang diberikan
oler PT. PNM Techno Venture berupa obligasi yang
membebankan k epada KUKM-PPU suatu k upon atau
bunga tertentu, dan dapat dikonversikan dengan
saham perusahaan PPU pada harga dan jatuh tempo
tertentu. M emiliki karakter seperti saham dan obligasi
biasa, tidak ada limit seberapa jauh aspirasi harga dan
mempunyai potensi penurunan harga.

Rekening Pokok MAP adalah rekening yang dibuka
atas nama PT. PNM Techno Venture pada Bank yang
ditunjuk untuk menampung transfer dana MAP dari
KPKN Jakarta | atas permintaan Bagian Proyek P2LK-
MAP untuk diteruskan kepada KUKM-PPU dan
menampung pengembalian pokok dana MAP.

Rekening Bagi Hasil MAP adalah rekening yang
dibuka oleh PT. PNM Techno Venture untuk
menampung bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi yang menjadi bagian dana MAP sebagai
pemupukan modal dana MAP.

Rekening P enampungan MAP adalah Rekening yang
dibuka atas nama PT. PNM Techno Venture untuk

menampung pembayaran pokok dan bagi hasil dari
KUKM-PPU termasuk pembayaran pokok dan bagi
hasil yang berasal dari dana padanan PT. PNM
Techno Venture.

P2LK-MAP adalah singkatan dari Perkuatan Permo-
dalan KUKM dan Lembaga Keuangannya dengan
Penyediaan Modal Awal dan Padanan. P2LK-MAP
merupakan Bagian Proyek dari Proyek Pengembangan
Sumberdaya KUKM pada Kementerian Koperasi dan
UKM.

Tim P2LK-MAP adalah Tim di tingkat pusat yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri atas
Tim Pengarah, Nara Sumber dan Tim Teknis secara
ex-officio. Keanggotaan Tim P2LK-MAP terdiri atas
unsur dari Kementerian Koperasi dan UKM serta unsur
instansi terkait.

Pasal 2
Tujuan

Tujuan program MAP adalah

a.

Melakukan pengembangan Koperasi. !Isaha Kecil dan
Menengah (KUKM) terutama yang bernilai tambah
tinggi dengan penyediaan MAP dan pendampingan
manajemen untuk meningkatkan kemampuan mana-
jemen KUKM melalui PT. PNM Techno Venture.




Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai
pihak dalam pengembangan basis permodalan KUKM
dan lembaga keuangan dengan pola modal ventura.

Menstimulasi pengembangan permodalan jangka
panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan
investasi {matching fund).

Pasal 3
Sasaran

Sasaran program MAP adalah :

a.
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Tersalurnya dana MAP kepada minimal 30 KUKM
Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) berbasis
teknologi melalui PT. PNM Techno Venture yang
berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.

Meningkatnya usaha KUKM vyang dicirikan oleh
meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai
tambah dan penyerapan tenaga kerja.

Meningkatnya permodalan jangka panjang bagi KUKM
melalui penyediaan dana padanar investasi (matching
fund).

BAB I
STATUS DAN BESARNYA DANA MAP

Pasal 4
Status Dana

Status dana MAP adalah :

=
a.

Dana Kementerian Koperasi dan UKM Bagian Proyek
Perkuatan Permodalan..-dan Lembaga Keuangannya
melalui Penyediaan Modal Awal d an Padanan (MAP)
bagi KUKM Tahun Anggaran 2002 dengan Kode
Proyek : 05.5.01.863173.44.01.01. untuk disalurkan
kepada KUKM-PPU dengan pola modal ventura
melalui PT. PNM Techno Venture.

KUKM-PPU penerima dana MAP berkewajiban
mengembalikan dana tersebut untuk diinvestasikan
kembali kepada KUKM-PPU lain oleh PT. PNM
Techno Venture yang bersangkutan dalam wilayah
kerjanya.

Pasal 5
Besarnya Dana

Besarnya dana yang diberikan adalah sebesar
Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) yang harus
disalurkan kepada minimal 30 KUKM-PPU yang
berbasis teknologi.
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Pembiayaan dari dana MAP maksimal sebesar Rp
500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per KUKM-
PPU.

BAB il
LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6

Persiapan pelaksanaan program P2LK-MAP meliputi -

a.

Penyempurnaan Petunjuk Teknis program P2LK-MAP
yang melalui PT. PNM Techno Venture.

Sosialisasi program MAP kepada PT. PNM Techno
Venture.

Pasal 7

Pelaksanaan program P2LK-MAP meliputi :

a.

12

Identifikasi PT. PNM Techno Venture dar KUKM-
CPPU penerima dara MAP vang memenuhi kriteria
dan kelayakan usaha.
Penetapan PT. PNM Techno Venture dan KUKM-
CPPU penerima dana MAP vyang memeruhi kriteria
dan kelayakan usaha.

Verifikasi  kelengkapan administrasi KUKM-CPPU
penerima dana MAP.

Penyaluran dana MAP kepada PT. PNM Techno
Venture untuk disalurkan kepada KUKM-PPU
terseleksi yang telah memenuhi kriteria kelayakan
usahanya.

Perguliran dana MAP dari KUKM-PPU kepada KUKM-
CPPU lain melalui PT. PNM Techno Venturc.

Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
PENGEMBALIAN DAN POLA PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pengembalian dana 'MAP diatur sebagai berikut :

a.

Pengembalian pokok dana MAP oleh KUKM-PPU
dilakukan dengan cara diangsur atau sekaligus sesuai
dengan jadwal divestasi KUKM-PPU, yaitu maksimal 5
(lima) tahun ke Rekening Penampungan MAP atas
nama PT. PNM Techno Venture yang bersangkutan
pada Bank yang ditunjuk.‘

Pengembalian pokok dana MAP pada Rekening
Penampungan MAP selanjutnya akan dipindah-
bukukan pada Rekening Pokok MAP secara periodik
dan dapat digulirkan kembali oleh PT. PNM Techno
Venture kepada KUKM-CPPU lain atas persetujuan
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Kementerian Koperasi dan UKM sesuai mekanisme
yang tertuang dalam Petunjuk Teknis ini.

Jangka waktu kerjasama Kementerian Koperasi dan
UKM dengan PT. PNM Techno Venture adalah 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan
evaluasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Jangka waktu pembiayaan dana MAP kepada KUKM-
PPU penerima dana MAP melalui PT. PNM Techno
Venture maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Pola pembiayaan dana MAP adalah sebagai berikut :

a.
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Pembiayaan PT. PNM Techno Venture penerima dana

MAP dengan KUKM-PPU dilakukan dengan pola bagi

hasil dan atau pola obligasi konversi serta dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad
pinjaman dan atau akad obligasi konversi.

Pola bagi hasil murni yaitu suatu pola bagi hasil yang

menggunakan prinsip-prinsip :

1).  Menetapkan prosentase tertenty yang disepakau
antara KUKM-PPU dengan PT. PNM Techno
Venture dari pendapatan perusahaan yang
dibiayai.

2).

KUKM-PPU telah melaksanakan pencatatan
Sesuai prinsip Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) yang benar.

Pola bagi hasil terkelola, yaituy pola bagi hasil yang
menggunakan prinsip-prinsip :

1)

KUKM-PPU wajib menyetor bagi hasil sementara
dengan nilai sesyai kesepakatan bersama yang
merupakan tingkat pengembalian yang diharap
kan (Internal Rate of Return/IRR) PT. PNM
Techno Ventire yaity Prosentase tertentu dari
tingkat bagi hasil yang dihitung dari saldo
pembiayaan (outstanding) setiap bulannya.
Perhitungan final bary diadakan setelah tutup
buku dan dilakukan Pemeriksaan khusus oleh PT.
PNM Techno Venture, sesuaj prinsip akuntansi
yang benar.

Jika ternyata bagi hasil final |ebih kecil dari
jumiah b agi hasil Sémentara y ang disetor, maka
PT. PNM Techno Venture waijib mengembalikan
atap melakukan penurunan prosentase hagi hasil
periode berikutnya,

Jika ternyata bagi hasil final jebin besar dari
jumlah bagi hasil Seémentara yang disetor, make

atal.l melakukan peningkatan prosentase bagi
hasil ada periode berikutnya.
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Apabila perhitungan bagi hasil final tidak
dimungkinkan karena tutup buku dan pemerik-
saan khusus tidak dapat dilakukan atau tidak
terdapat bukti-bukti transaksi yang memadai atau
terdapat keterlambatan penyiapan laporan yang
diperlukan dan atau terdapat bukti yang meng-
indikasikan ketidakbenaran, maka bagi hasil
sementara dinyatakan sebagai hagi hasil final.
Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/
pelanggaran pengeiolaan dan pengadminis-
trasian pembiayaan sehingga menimbulkan
kerugian keuangan, Kementerian Koperasi dan
UKM tetap mempunyai hak untuk melakukan
pemeriksaan khusus setiap saat kepada PT.
PNM Techno Venture.

Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/
pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasi-
an pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian
keuangan, PT. PNM Techno Venture tetap mem-
punyai hak untuk melakukan pemeriksaan
khusus setiap saat kepada KUKM-PPU.

Pola obligasi konversi adalah pinjaman yang meng-
gunakan prinsip-prinsip :

13.

KUKM-PPU  wajib membayar kupon (bunga)
secara periodik dengan nilai/prosentase sesuai
kesepakatan bersama yang didasarkan atas
saldo pembiayaan (outstanding) pinjaman
dengan jadwal pembayaran yang telah
ditetapkan.

Dapat dikonversikan dengan saham KUKM-PPU
dengan harga/nilai yang ditentukan sesuai
dengan kesepakatan bersama.

e.

Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/
pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasi-
an pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian
keuangan, PT. PNM Techno Venture tetap
mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan
khusus setiap saat kepada KUKM-PPU.

Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistri-
busikan sebagai berikut:

1).

55% dari bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi untuk PT. PNM Techno Venture
digunakan untuk biaya penilaian kelayakan atau
pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan eveluasi
(due dilligent), evaluasi, pendampingan, moni-
toring dan pelaporan serta pengelolaan
administrasi investasi.

30% dari bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi untuk pemupukan modal dana MAP
yang dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil
MAP, dan setiap triwulan akan dipindahbukukan
ke dalam Rekening Pokok MAP. Terhadap jasa
giro yang timbul akan diakumulasikan pacda
Rekening bersangkutan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah menetapkan sebesar 15% dar bagi
hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk
biaya pengendalian, monitoring dan evaluasi.
Prosedur pencairan dan/ atau pemindahbukuan
hanya atas permintaan tertulis  dan/
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atau persetujuan tertulis Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 10

Dana padanan dari PT. PNM Techno Venture dan dari
KUKM-CPPU diatur sebagai berikut :

a.

Dana padanan dari PT. PNM Techno Venture minimal
sehesar 25% dari total kebutuhar dana.

Dana MAP maksimal sebesar 50% dari total ke-
butuhan dana.

Dari KUKM-CPPU minimal sebesar 25% dari total
kebutuhan dana.

Pasal 11

Biaya yang dibebankan kepada KUKM-PPU adalah
sebagai berikut :

a.
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Provisi dan Administrasi, pada saat awal investasi, PT.
PNM Techno Venture dapat mengenakan biaya provisi
dan administrasi maksimum sebesar 2% dari plafond
pembiayaan kepada KUKM-PPU sebagai penggantian
biaya evaluasi terhadap proposal KUKM-PPU yang
akan dibiayai.

Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan
pembiayaan menjadi beban KUKM-PPU.

Biaya untuk lebih mengamankan investasi di-
mungkinkan penggunaan asuransi kebakaran dan atau
asuransi jiwa kepada KUKM-PPU dengan nilai
pertanggungan dan premi yang disepakati oleh
>T. PNM Techno Venture dan KUKM-PPU.

BAB V
KARAKTERISTIK PT. PNM TECHNO VENTURE
DAN KRITERIA KUKM-CPPU

Pasal 12

Karakteristik PT. PNM Techno Venture adalah sebagai
berikut :

a.

Lembaga Modal Ventura yang merupakan afiliasi
Badan Usaha Milik Negara, berperan aktif dalam
mengembangkan pembiayaan kepada Koperasi,
Usaha Keci! dan Menengeh berbasis teknologi dengan
komoetensi tertentu di sektor teknolugi proses, bio-
teknologi dan berorientasi ekspor serta memiliki nilai
tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi.

Mempunyai Wilayah kerja di seluruh Indonesia.
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Memiliki hubungan kerja dengan Lembaga-Lembaga
Pengembang dan atau Inkubator Teknologi sebagai
sumber inovasi yang akan difasilitasi.

Memiliki  hubungan dengan tenaga ahli bidang
teknologi yang dapat membantu evaluasi teknologi
yang akan difasilitasi.

Bersedia menyediakan dana padanan sebagai pe-
nyertaan modal atau pembiayaan kepada KUKM-PPU.
Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja-
sama sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk
Teknis.

Pasal 13

Kriteria KUKM-CPPU penerima dana MAP adalah sebagai
berikut :

a:

O
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Usahanya layak sesuai dengan  hasil penilaian

PT. PNM Techno Venture.

Mempunyai modal sendiri untuk padanan minimal 25%

dari total kebutuhan dana.

Diprioritaskan kepada KUKM- CPPU yang :

1). Kegiatan usaha KUKM berbasis teknologi yang
memiliki kompetensi tertentt sehingga dapat
melakukan inovasi baik berupa produk atau
proses.

2). Proses, produk dan atau layanannya potensial
menjadi contoh dan atau membantu KUKM lain

dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi
dan daya saing.

3). Menumbuh kembangkan KUKM di sektor
teknologi proses dan bio-teknologi.

4). Mendayagunakan potensi dan sumber daya
domestik/local resources.

5).  KUKM yang mempunyai produk unggulan.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14
Tim P2LK-MAP

(1) Tim P2LK-MAP terdiri dari Tim Pengarah, Nara

Sumber, Tim Teknis dan Sekretariat.

(2) Tim Pengarah bertugas dan bertanggungjawab :

a. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengen-
dalian program MAP dengan instansi/lembaga
terkait.

b. Memberikan arahan dan mengambil keputusan
langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan pro-
gram MAP yang tidak sesuai dengan rencana
maupun ketidak sesuaian dan force majeure.
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(3) Nara Sumber bertugas dan b ertanggungjawab u ntuk
memberikan saran dan masukan dalam rangka
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program MAP.

(4) Tim Teknis bertugas dan bertanggungjawab dalam :

a. Menjabarkan kebijakan teknis program MAP
melalui LMVD dan PT. PNM Techno Venture.

b. Menyempurnakan petunjuk teknis program MAP.

C. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan
instansi/lembaga terkait.

d. Memfasiiitasi sosialisasi dan pelaksanaan pro-
gram P2LK-MAP.

e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program P2LK-MAP.

f.  Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan
program P2LK-MAP, untuk disampaikan kepada
Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Deputi
Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi
Usaha.

(5) Sekretariat bertugas dan bertanggungjawab :

a. Mempersiapkan kebutuhan administras: dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim PZLK-
MAP.

b.  Melaksanakan kegiatan administrasi dan surat-
menyurat dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas Tim P2LK-MAP.

C. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Tim
P2LK-MAP.

22 K

.

Pasal 15
Bagian Proyek P2LK-MAP

(1) Bagian Proyek P2LK-MAP adalah Bagian Proyek pada
Proyek Pengembangan Sumberdaya KUKM.
(2) Tugas dan tanggungjawab Bagian Proyek p2Lk-MAP
adalah :
a. Meneliti kelengkapan administrasi yang diajukan
PT. PNM Techno Venture  sesyai dengan
ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

b.  Mengajukan surat  permintaan pembayaran
langsung (LS) kepada KPKN  Jakarta |
berdasarkan Keputusan Menterj tentang PT. PNM
Techno Venture untuk mentransfer d ana MAP ke
Rekening PT. pNM Techno Venture pada Bank
Pelaksana yang bekerjasama oleh Kementerian
Koperasi dan UKM.

C. Meiakukan koordinasi dan supervisi - Program
MAP.

Pasal 16
Bank Pelaksana

Tugas da_n tanggungjawao Bank Pelaksana adalah :

a.  Membukukan dana MAP dari Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara (KPKN Jakarta |) pada Rekening
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Pokok MAP atas nama PT. PNM Techno Venture pada
Bank Pelaksana.

Membayarkan pencairan dana MAP dari Rekening
Pokok MAP atas nama PT. PNM Techno Venture
sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.
Menerima angsuran pokok dan bagi hasil dari KUKM-
PPU penerima dana MAP melalui PT. PNM Techno
Venture sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk
teknis ini.

Atas perintah Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah melakukan pengalihan dana MAP
dari Rekening Pokok MAP atas nama PT. PNM
Techno Venture kepada Rekening Pokok MAP
Lembaga Modal Ventura lainnya vang terpilih.

Pasal 17
PT. PNM Techno Venture

Tugas dan tanggungjawab PT. PNM Techno Venture
adalah :

d.
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Melakukan identifikasi KUKM-CPPU potensial calon
penerima dana MAP dengan mengacu kepada kriteria
KUKM-CPPU dalam Petunjuk Teknis ini.

Melakukan seleksi dengan cara mengevaluasi dan due
dilligent baik dari aspek teknis, bisnis, maupun

finansial secara menyeluruh terhadap proposal
sebelum diajukan untuk mendapatkan dana MAP.

Membuat permohonan dan memenuhi kelengkapan
administrasi termasuk membuka 3 (tiga) rekening pada
Bank yang ditunjuk sebagai calon penerima dana MAP
sebagaimana aiatur yalam Petunjuk Teknis ini.
Membuat dan menyampaikan daftar nominatif KUKM-
CPPU vyang telah terseleksi (lolos seleksi) dan
dilengkapi dengan jumlah pinjaman masing-masing
serta dana padanan yang disediakan baik oleh PT.
PNM Techno Venture maupun oleh KUKM-CPPU.
Menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melak-
sanakan pengikatan perjanjian pembiayaan serta
pengikatan jaminan (bila ada) sesuai dengan ke-
tentuan dan undang-undang yang berlaku.
Menyalurkan dana MAP kepada KUKM-CPPU yang
telah diusulkan dan disetujui serta tersedia dananya
pada rekening atas nama PT. PNM Techno Venture.

Menyediakan dan menyalurkan dana padanan untuk
pembiayaan KUKM-CPPU minimal 25% dari kebutuh-
an dana.

Menugaskan wali investasi {Representative Investment
Officer) pada KUKM-PPU secara individual atau
kolektif, berdasarkan jumlah dana yang disalurkan.

Memberikan jasa konsultasi komersialisasi (advisory)
teknologi kepada KUKM-PPU.
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Melakukar monitoring dan pendampingan kepada
KUKM-PPU.

Melaksanakan administrasi investasi selama program
kerjasama berjalan.

Menyusun dan menyampaikan jadwal pencairan dan
rencana bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi
dari masing-masing KUKM-PPU yang akan dibiayai.
Menyampaikan Bukti Penerimaan dari KUKM-PPU
setelah dana diterima oleh KUKM-PPU.

Melakukan perndampingan usaha KUKM-PPU vyang
meliputi antara lain pengembangan usaha, mana-
jemen, aplikasi teknologi dan pemasaran.

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Program MAP kepada Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah secara bulanan, triwulan

dan tahunan.

BAB VIl
MEKANISME PENYALURAN DANA MAP

Pasal 18

Seleksi KUKM-CPPU diatur sebagai berikut :

PT. PNM Techno Venture melakukan identifikasi
KUKM-CPPU  yang secuai “dengan  kriteria
sebagaimana diatur dalam pasal 13.

(1)

(2)

Atas dasar identifikasi tersebut PT. PNM Techno
Venture melakukan seleksi dan penilaian kelayakan
KUKM-CPPU berdasarkan prosedur dan standar
kelayakan yang berlaku pada PT. PNM Techno
Venture yang bersangkutan.

PT. PNM Techno Venture mengajukan usulan kepada
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mencngah
dengan.melampirkan daftar nominatif dan ringkasan
proposal KUKM-CPFU yang teleh dinilai
kelayakannya, jumlah dana yang dibutuhkan serta
dana padanan dari PT. PNM Techno Venture yang

bersangkutan.

Pasal 19

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi
Usaha mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi
KUKM-PPU calon penerima dana MAP yang telah
diseleksi dan dinilai kelayakannya oleh PT. PNM
Techno Venture dan hasilnya dituangkan dalam
bentuk Berita Acara Keputusan Rapat.

Berdasarkan  Berita Acara Keputusan Rapat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas nama
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, Deputi Bidang Pengembangan dan
Restrukturisasi Usaha, menerbitkan Surat Keputusan
tentang Penetapan KUKM-PPU calon penerima dana
MAP Tahun Anggaran 2002, setelah mendapat
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persetujuan prinsip dari Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.

Atas dasar Surat Keputusan tentang Penetanan
KUKM-PPU calon penerima dana MAP Tahun
Anggaran 2002, Kementerian Koperasi dan UKM cq.
Pimbagpro P2LK-MAP mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran-Langsung (SPP-LS) kepada KPKN
Jakarta | Jakarta untuk pencairan dana MAP bagi
KUKM-PPU melalui PT. PNM Techno Venture pada
Bank yang telah ditetapkan.

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecii dan Menengah tentang Penetapan
KUKM-PPU penerima dana MAP Tahun Anggaran
2002, PT.PNM Techno Venture dapat menyalurkan
dana MAP kepada KUKM-PPU yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Penyaluran dana MAP kepada KUKM-CPPU melalui PT.
PNM Techno Venture adalah sebagai berikut :

a.
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PT. PNM Techno Venture membuka 3 (tiga) rekening

atas nama P7T. PNM Techre Venture pengelola dana

MAP di Kantor Bank yang telah ditetapkan sebagai

berikut

1). Rekening Pokok MAP untuk menampung transfer
dana MAP dari KPKN Jakarta | atas permintaan
bagian Proyek P2LK-MAP untuk diteruskan
kepada KUKM-CPPU dan menampung pengem-
balian pokok dana MAP, yang mekanisme per-

aulirannya harus mendapat persetujuan tertulis
dari Kementerian Koperasi dan UKM.

2). Rekening Bagi Hasil MAP untuk menampung
bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi yang
menjadi bagian dana MAP sebagai pemupukan
modal dana MAP, yang setiap tiga bulan
dipincahbukukan ke Rekening Pokok MAP.

3). Rekening Penampungan MAP untuk menampung
pembayaran pokok, bagi hasil dan atau kupon
obligasi konversi dari KUKM-PPU termasuk
pembayaran pokok, bagi hasil dan atau kupon
obligasi konversi yang berasal dari dana padanan
PT. PNM Techno Venture.

4). Atas pembayaran pokok yang menjadi hak dana
MAP langsung di pindahbukukan ke Rekening
Pokok MAP, sedangkan bagi hasil dan atau
kupon obligasi konversi untuk pemupukén modal
dana MAP akan dipindahbukukan ke Rekening
Bagi Hasil MAP dan sisanya didistribusikan
kepada PT. PNM Techno Venture, dengan
besaran sesuai dengan ketentuan dalam
Petunjuk Teknis ini

Ketiga Rekening sebagaimana dimaksud pada butir a.

pasal ini dibuka atas nama PT. PNM Techno Venture

yang penarikannya dikuasakan kepada Direklur

UtamaiDireklur lnveslasi dan  Direklur Operasional

ex.officio dan diatur sebagai berikut :
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1). Transfer dana pada Rekening Pokok MAP yang
berasal dari KPKN Jakarta | selanjutnya diterus-
kan kepada KUKM-PPU.

2). Mekanisme pencairan dana pada Rekening
Pokok MAP sebagaimana dimaksud pada butir
1). selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan
pasal 21 dalam Petunjuk Teknis ini.

3). Akumulasi dana pemupukan bagi hasil dan atau
kupon obligasi konversi pada Rekening Bagi
Hasil MAP, dipindahbukukan ke Rekening Pokok
MAP setiap tiga bulan.

4). Dana Padanan PT. PNM Techno Venture yang
diterima kembali dari KUKM-PPU berikut bagi
hasil dan atau kupon obligasi konversi pada
Rekening Penampungan MAP, dapat langsung
dicairkan oleh PT. PNM Techno Venture yang
bersangkutan. '

5).. Setelah KPKN Jakarta I mentransfer d ana pada
Rekening Pokok MAP, PT. PNM Techno Venture
segera melakukan  pengikatan  perjanjian
pembiayaan dengan KUKM-CPPU dan
selanjutnya menyalurkan dana MAP selambat-
lambatnya 25 (dua puiuh lima) hari sejak tanggal
dana MAP berada pada Rekening Pokok MAP
tersebut.

KUKM-CPPU vyang telah diseleksi dan ditetapkan
sebagai penerima dana MAP pada saat penyaluran
dana MAP sudah menyatakan sanggup untuk men-

—_

dapatkan pendarnpingan manajemen dari PT. PNM
Techno Venture.

KUKM-CPPU penerima dana MAP menandatangani
perjanjian kerjasama dengan PT. PNM Techno
Venture.

Pasal 21

Pengembalian dan perguliran dana MAP adalah sebagai
berikut :

a.

Pengembalian dan Perguliran Dana MAP dari
KUKM-PPU.

KUKM-PPU penerima dana MAP wajib mengem-
balikan dana MAP kepada PT. PNM T echno V enture
sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan PT.
PNM Techno Venture dan disetorkan pada Rekening
Penampungan MAP.

Perguliran Dana MAP dari KUKM-PPU kepada KUKM-
PPU lain melalui PT. PNM Techno Venture.

Perguliran dana MAP yang berasal dari pengembalian
pockock dana MAP dan Bagi Hasii dan atau kupcn
obligasi konversi dari KUKM-PPU yang

nya dapat disalurkan kepada KUKM-PPU lain oleh

PT. PNM Techno Venture dengan persetujuan Tim
P2LK-MAP atau sesuai dengan mekanisme semula
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tanpa melalui mekanisme usulan kepada KPKN
Jakarta I.

Setelah tersalurnya dana MAP atau setiap periode 3
(tiga) bulan sejak awal Perjanjian Kerjasama,
Kementerian Koperasi dan UKM melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan program MAP melalui PT. PNM
Techno Venture.

Kementerian Koperasi dan UKM berhak untuk
mengalihkan dana MAP yang tersisa atau belum
disalurkan kepada Lembaga Modal Ventura lainnya
apabila berdasarkan hasil evaluasi, kinerja penyaluran
dana MAP tidak memenuhi Keientuan sebagaimana
yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau
ditemukan indikasi adanya kelalaian atau penyim-
pangan dalam pengelolaan dana MAP.

Dalam hal dana MAP dialihkan kepada Lembaga
Modal Ventura lain, terhadap KUKM-PPU yang masih
berjalan, pendampingannya masih menjadi tanggung
jawab PT. PNM Techno Venture sampai dengan
divestasi dan selanjutnya dana hasil divestasi dialihkan
kepada Lembaga Modal Ventura lain yang ditunjuk
oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 22

Bimbingan teknis dan pendampingan adalah sebagai
berikut :

32

KUKM-CPPU yang telan diseleksi dan ditetapkan s ¢-
bagai penerima dana MAP wajib dan sanggup untuk
mengikuti bimbingan dan pendampingan manajemen
dari PT. PNM Techno Venture.

Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan dilakukan
sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam PT. PNM
Techno Venture.

BAB Vil
MON!TORING, EVALUASI DAN PENGENDAL!AN

Pasal 23

PT. PNM Techno Venture sebagai pengelola dana
MAP wajib melaporkan perkembangan usaha KUKM-
PPU setiap bulan, triwulan dan tahunan kepada
Kementerian Koperasi dan UKM.

Apabila menurut hasil evaluasi menunjukkan bahwa
kinerja pengelolaan dana MAP tidak memenuhi
standard yang diharapkan, maka Tim P2LK-MAP
berhak mengusulkan untuk mengalihkan dana MAP
tersebut kepada Lemhaga Modal Ventura lain.

Atas usul dan/atau sebab lainnya Menteri Negara

Koperasi dan UKM berhak mengalihkan pengelolaan
dana MAP kepada Lembaga Modal Ventura lainnya

(09
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BAB IX
SANKSI

Pasal 24

Apabila dari hasil pengawasan Tim P2LK-MAP atau
atas temuan pejabat berwenang lainnya ditemukan
indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan
dana MAP, maka hak pengelolaan dana MAP akan
dialihkan dari PT. PNM Techno Venture kepada
Lembaga Modal Ventura lain dan PT. PNM Techno
Venture tidak akan diikutsertakan dalam program MAP
berikutnya.

Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/
pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian
pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuang-
an, PT. PNM Techno Venture tetap mempunyai hak
untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat
kepada KUKM-PPU.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana
maupun perdata akan dikenakan tindakan secara
hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

(3)

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman sebagai
dasar acuan dalam rangka pelaksanaa~ programn
MAP yang meliguti pengelolaan, penyaluran dan
pemanfaatan dana MAP.

Petunjuk teknis ini dipergunakan oleh semua pihak
yang terkait dalam penyelenggaraan Program
Perkuatan Permodalan KUKM dan Lembaga
Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal dan
Padanan (P2LK-MAP) melalui PT. PNM Techno
Venture sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan
diatur kemudian oleh Kementerian Koperasi dan UKM
secara tertulis dengan ketentuan tersendiri yang
meruvpakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.

Bijaya vyang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan i dibebankan pada Bagan Proyek
Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya
Melalui Penyediaan Modal Awal dan P adanan (MAP)
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bagi UXMK Tahun Anggaran 2002, dengan Kode
Proyek : 05.5.01.863173.44.01.01.

(5) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJak arta pada
tanggal 25 Oktober 200 2

Menteri Negara,

ttd.
Suryadharma Ali
Tembusan Yth :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas;
4, Kepala KPKN Jakarta I;
5. Pimpro Pengembangan Sumber Daya KUKM;
6. Pimbagpro P2LK-MAP.

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

.,

& -
= 2
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N
\\;_-\- d -

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn

F i
¥

Lamg:ran 1

Nomor : .......
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pembiayaan KUKM

Kepada

PT. PNM TECHNO VENTURE

b | . SO SRRREo.. SO vepe—
di =

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan untuk
pengembangan usaha kami. Adapun data yang dapat kami sampaikan adalah sbb.:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan a
No. telp.
3. Bentuk Usaha
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab:
S. AlRMAL TUMAN  ssesssevsssasssssesssessssssasssasevessnutass
No. telp.
6. Akta Pendirian ( CV/°T ) NO..cvveneenn. TGl
Notaris
B. DATA USAHA
1. Jenis Usaha
2. Lama Usaha
C. PERMOHONAN PEMBIAYAAN
1 Jeruis Pembiayaan CJ Bagi hasil murni
(3 Bagyi hasil terkelola
2. Twuan Penggunaan Investasi  Rp.

Modal Kerja Rp.

3. Jangka Waktu bulan

NIP. 19721204 200112 1 001 |




Lawigioan 0 -

4. Status Pembiayaan (3 garu
(3 Ekspansi (tambahan)

PPN TFCHNONENTE RE

5. Cara pengembalian [ Periodk (.... .bln/tahunan)
(3 Saat jatuh tempo

D.  AGUNAN YANG DISEDIAKAN ¢ - Proyek yang dibiayai

= Agunan lain : Tanah&bangunan/

Tanah/Mesin/Kendaraan/Lain2. FORMAT

RINGRASAN DATA CPPUCRDC)

Data tersebut diatas kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi yang ada.
1. KETERANGAN POROK CPPLU
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini

diucegken terima kasih. Namia Perusahaan Modal Ventura

Nama CPPU
Alamat CPput

Hormat kami,
Jenis Uisaha CPPU

Pemohon
Litama
Sampingan
2 KEPEMILIKAN USAHA
Bentuk Usaha Perorangan/ CV/ PT/ Finma / Koperasi
..... I cealitas Usaha -
Muodal dasar
Modal disctor
Kepenuhikan Saham
i;,\'i).-r Nama i’i-niré;ung'h':;l‘mm" | Jumlah .S:If;ll-ﬂ-‘l("ﬁ_.) © Namat
[ D |
d i
b — i
i
'
0
3. SUSUNAN NAN ENEN|
No.; Nann l’rul;u(m l Usia ( Ih) Jabatan 1 Pendidihan r luh‘gril.l\

! e R




4.

SEJARANH USATIA

OPERASIONAL USAIA

. Procluk
. Ozt
. Pesaing Usaha Sejenis

. Sarana Usaha

P PADOK T e s S e sy
~ Fasilitas Usaha e
7 Jumlah Karyawan @ e
Z  Sistum Pemasaran | e
2 Dacrah Pemasarin il ........oeiciimmemmmmsmsesessmsossssssasinin
> Daftar Supplicr

\»_l\_g ' ;\:JES(Il)—l)—l_i;r_ "r C Aamat _[ Cara l‘cmlin_\-ir:m 4'

_L e = _J. i.
" 2 [ i - | !
| “ | | | H
=~ Daltar Buyer 7 Distnibutor
[ No _ Nama ! »\lam;\l 1 Cara lfcmh:l'\;rnn )
RS SNSSs eyt sty ey
[ 1 '|

: R s T - R — T T ——— S

Usaha T Yang dimihky ofch O

PI.PNM TECHNO VENTURE
PROPINST Liimssnsnssiananns

Yang Melaporkan

Mengetakis W Venture Capital Officer

DIrektur cavemsmsiensiess

e YT,

— e TR




-

S ;AN PEN ‘AN PROPOSAL
Lampiran 3 W DASAR PERTIMBANGADN PENGAJUAN PI
PLPNM TECHNO VENTURE
1) Aspek Management

2). Aspek Pemasaran

FORMAT 3). Aspek Teknis / Produksi
RINGKASAN P(RRO:;(I))SAL INVESTASI 4. Aspek Kenangan

perhitungan Kebutuhan Pembiayaan

PENJELASAN FASILITAS YANG DIAJURAN

Plafond MAP
Padanan PT. PNM
TECHNO VENTURE SRR G e menssnsansensessessssssoasns
Jangka Waktu

IRR yang diharapkan

Provisi

5). Aspek l.cgal

V F H ak ,7) > - l
) ). Kondisi Ekonomi makro yang terkai

. NMTE 'O VENTURE
EPUTUSAN PT. PNM TECHINO VENT
I TUSUAN PENGCUNAAN IV KEPUTUSA

o Twuan
*  Maodal Kerja R st
S —————— )
e fnvestasi Baru/ Refwancing - h e 2002
r\!l‘jvﬂ_il—lvl_;\ _ln\z\_l.m N —_ :\‘il:lijl_nvcslnsi ___} 'Vl'}tp_clTItf«-ﬂxhlnm!}l;)i"

By oMesmucnns 0 i Rpewecmmin, o X PLENM TECHNO VENTURE

= Banguaan | Rp _ - l

i Rl f R R Divckiug bvestas

I SYARNT = SYARANT KHUSUS YANG DIAJURAN

e Porsvaratan Janunan
- SVIIES : . (essvesssssraesanrsssanossnssnnsssssenss

- 1 okas

o Penode Divests
- Angsuran

e Syarat  syarat kon
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FORMULIR PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA MAP MELALUL PT. PNM TECHNO VENTURE

2nn2
Nomor
lampiran I (satu) berkas

laainal Pengajuan Pencairan Dana MAP

Kepada Yth.
Tim PZLK-MAP
Kementerian Koperasi dan UKM
Di -
JAKARTA

Dengan ini kanu ;
oy PT. PNM TEUHNO VENTURE
Propinsi
Alamat

Akte pendirian Nomor
Tanggal
Nama Notaris

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI Nomor : ... .. /Kep/M KUKMY. ... /2002 tanggal .. s
2002 Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Pennodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan
Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui PT. PNM
TECHNO VENTURE, maka kami mengajukan permohonan pencairan Dana MAP Tahun
Anggaran 2002, untuk memperkuat pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalus
permodalan ventura di wilayah kami. Dalam pengelolaan dana MAP  dimaksud. kami sanggup
mentaati ketentuan sebagaimana yang berlaku.

Scbagai kelengkapan persyaratan, terlampir kami sampaikan -

] Proposal PT. PNM TECHNO VENTUR]:

2 Ringkasan data KUKM-Cppy (RDC) terseleksi.

3. Ringkasan Proposal Invesiasi (RPD) masing-masing KUKM-CPPL) yang telah tersceleks

4 Defiay Norinatif Kopeas sillsaba Kecit dan Mencogah Calon Perusahaan Pasanoan Caha

(KUKN-CPPL).

M F'oto copy Noinor Rekenming Pokok MAP. Rek Bavi Haail dan )k Pemampungan [ang
MAP melalui PT.PNM TECHNO VENTURI: dan Rank yang bersanghutan

O Surat Permohonan Pembiayaan K KM

7 Kawittansy Penerimaan ana

s Berta Acara Peacrimaan Dana

Dennkim penvaguan Kamn, atas perhatiannya diocapkan ternma kasth

TR T H oy Direhtur Operasional

Jampircn 6

A
BERITA ACARA PENERIMAAN DAN

(dw e Nern NI PTyTE

Nomor :

............ TANGQAI crsomnerssessnmssnsusmsnsnsssmessesass

T rqeorreneonnonnpbante .
e kami yang bertanda tangan d bawah #

Tahun Dua Ribu Dua

TITIK SAWITRI
Bendaharawan Bagian Proy .
Keuangannya Melalui Per /2diaan

bagi UKMK

ek Perkuatan Permodalan dan Lembaga

e odal Awal dan Padanan (P2LK-MAP)

Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

[I. Nama
Jabatan
Alamat
Jalan

Telp. D

Kelurahan/Oesa
Kecamatan
Kabupaten/Kotd
Propinsi

111. Nama
Jabatan
Aamat |

Fax.
Jalan

‘ :nture”
irektur Operasional PT. PNM Techno Vi

Kelurohanfiye
V.o umatin
K abupaten ot

Proginst

KEDUA

‘but PLHAK

slanjutnya thse Ml in e
Sl y taeey cebeeaar R 06 D00, (Toph Mot C‘ "’

e At thers ettty o ; yada Cabag
AN e A i [t

by y PIHAK i n\[ frsa el Sl

wpbvia

e rtnng

TR
kepada IFnt s
Hat

L] Y Mh A
0p 70 ( S0 NN (Tujuh Mityar Ruprah) tanpy hkor y
Ty by aehenaw > N \,

7. PINAK KEDUA telah menst

N

pajak dan PlUAR TR




3. bahwa PIHAK KEDUA yang beralamatdi
Lampiran 7

Kabupaten/Kota MO . Propinst

telah siap mejak :
P p 1aksanakan kegiatan Program Perkuatan Permodalan dan Lembagas <oangane g saety,,, Nomor Kwitansi
enyediaan Modal Awal dan Padanan Bagi UKMK (P2LK-MAP). {dns: oleh Bendaharav.an Bagpro P2LK-MAP)
4. PIHAK KEDUA sanggup dan mentaati semua ketentuan-ketentuan sebagaitana Gurtur doalar sefungus KWITANSI
Teknis program penyediaan MAP TA 2002, serta yang tercantum dalam Perjangian Kerjaisa antar)
Sudah terima dari - n
Bendaharawan Bagian Proyek Perkuatan Permodalan dan

PT. PNM Techno Venture dengan Kementerian Koperasi dan UKM.
Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestiny,.
dan Padar.an (P2LK-MAP) bagi UKMK..

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA Banyak i ' J
Bendaharawan Bagpro Direktur Utama Dircktur Operasional e Uang Tujuﬁ ml(yar ’R‘“plaﬁ-
. P2LK-MAP
PT. PNM TECHNO VENTURE PT. PNM TECHNO Vi ~TURE Untuk Pembayaran - Modal Padanan bagi Koperasi, Usaha Kecl d
. A a Kecil dan Men
melalqn PT. PNM Techno Venture, Propinsi ......... ena=n
sesuai dengaq Kepuiusan Menteri Negara Koperas.i“&;ﬁ.
— o Usaha  Kecil dan Menengah Rl Nomor
Tk sawia muns e /Kep/M.KUKM/......... /2002 tanggal ... ...
I 6002 Tentaqg Petunjuk Teknis Perkuatan Per%b&élle'a'rl-
encerAL saha Kecil. Menengah, Koperasi  dan Lembaga
| Keuangannya Qengan Penyediaan Modal Awal dan
bsapre PRtk Ar e etk Padanan Melalui PT. PNM TECHNO VENTURE,
Ketua
[Rp. 7.000.000.000 ,- I
SYAH)ONI R,, S Sos lcdFitriyatun. R ee e ieemaesessees 2002
NIP. 070019766 NIP : 070020905 Yang Meneri
ang Menerima
Direktur Utama i i
PT. PNM TECHNO VENTURE PT S:‘Jrl‘iktTuErCOl—i?‘leéa\sllEOS?’:JRE
Materai 6000
o | N )
Setuju dibayar L i
. unas dibayar
Pimbagpro P2LK-MAP Bendaharawan Bagpro P2LK-MAP

Melalui KPKN Jakarta |

Syahjoni R.. S.Sos Titi .
tik Sawitri
LRIk NIP. 670010837

5 b3
—————d e
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CUS20 Kexcul Gon e, g

AKAD PENGGUNAAN FASILITASI DANA MAP
ANTARA
PT. PNM TECHNO VEiNTURE DENGAN KUKM-PPU

Nomor : ...... [oennn. [onn.. J Pooonos /2002

Pada hari ini tanggal . tahun Dua by

Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 38 dhasvissiisvsesmemevssEsiss s

Jabatan dalam PT. PNM
TECHNO VENTURE

Alamat } e e IS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PNM TECHNO Vi NIUiRE,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama
Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendini, sclanjutnya direbut PIMAK
KEDUA

i v .- a v
Kedua belah pirak telah bersepakat untuk MEeNgac kAN Perjan; 1 dab e cingk gy
penggunaan fasilitasi dara MAP, yang diatur s2baga tenkut -

Pasal 1
FASILITAS DANA

1. PIHAK PERTAMA akan menycdiakan modal kepada PIHAK KEDUA sebesar
RP oo (RADIANG ..ot ).

Bahwa PUHAK KTOUA ahani Memanfaathan mudal tersebut unluk membiayai
kegiatan usaha produktif (non - konsumtif) dan mengembalikan modal tersebut
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang disepakati.

]

Pasal 2
BENTUK PEMBIAYAAN

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK FLRTAMA kepada PIHAK KEDUA
adalah bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana PIHAK PERTAMA setuju
menyediakan dan PIHAK KEDUA setuju menerima sejumlah fasilitas dana tertentu
dari PIHAK PERTAMA dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA menyerahkan fasilitas dana tertcntu kepada dan untuk
dipergunakan oleh PIHAK KEDUA guna pengembangan usahanya.

Pasal 3
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS DANA

1. PIHAK PERTAMA berjanji menyediakan dan pada waktunya menyerahkan
fasilitas  dana kepada PIHAK KEDUA  senilai RD e
G rupiah)  untuk selanjutnya
disebut sebagai “fasilitas dana”.

2. Jumlah fasilitas dana terscbut hanya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA

sebagai $ Modal kerja senilai RP..  acsiiereemsig
\etrsenissunnisnnenennnssassssussosasonenserannsasnns .) dan Investasi senilai
(s B ] e ——————— )

Bilamana biaya-biaya diatas lebih tinggi dibandingkan dengan rencana, maka
kekurangannya menjadi beban PJHAK KEDUA sendiri atay pihak-pihak lain
diluar PIHAK KEDUA, sedangkan bila biaya-biaya tersebut dibawah rencana,
maka kelebihannya akan digunakan sebagar modal kerja oleh PIHAK KEDUA

3. Fasitas dana lersebut hanya akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA setelah
Syarat-syarat pcnarikan dana scbagaimana pasal 7 perjanjian ini telah
terpenuhi.

I3
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Pasal 4
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan sejumlah fasiita- (l.m.:
tersebut untuk jangka waktu maksimal .... (............... ) tahun, terhitung sacyak

tanggal perjanjian.

PIHAK KEDUA wajib untuk membayar seluruh kewajibannya Yong tethutang
dan yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat schubungan An. r;n.:,x
perjanjian ini, termasuk atas semua kewajiban pembayaran pokok fasiitas da.y

dan imbalan jasa bagi hasil.

Jangka waktu pembiay.2n sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hunya
dapgt diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihas

Pasal 5
IMBALAN BAGI HASIL DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Atas fasilitas pembiayaan tersebut, maka PIHAK KEDUA mempunyar kewviapibian
membayar kepada PIHAK PERTAMA £bagai berikut :

Imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan anta.ra PIHAK P[RTM!A d.-n.;.IuI'
PIHAK KEDUA, vyaitu imbalan bagi hasil setiap bulan AS(,!)(:?»‘" F -
ersen) dari laba sebelum bunga dan pajak (earming

i t and ta?c) per bulan menurun berdasarkan sisa jumiah [)('”l:)l.l‘y.!.'!!.;‘

ILnatgaraejsaha sebagaimana dimaksud diatas adalah laba 33}"'" y.llr;q « :;:.lu-

i ivi ha baik sebelum dan sesudah pembuyaan,
dari pendapatan aktivitas usahat ' oot e
n imbalan jasa bagi hasil seperti tersebut p. da ay s

; i'f:tgg;l;? ditinjau kémbali setiap 6 (enam) bulan sekali dengan perartupian
tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

a.

Laba usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dipethitungkan dan
u:

i ip = prinsip akuntanc Indaora..
an PIHAK KEDUA sesuai prinsip - p o
laporart])el:liziniecara umum dan sesuai dengan standard yong dunut eieh
yang
perusahaan modal ventura.
D R TRIA NS HAR L]
Penetapan besarnya jumiah imbalan jasa bag haf;d ”r“ “41'1?:,“.:‘ l: 1:{;‘ :wm“.'.m
i i ihai K seliop penode bagi hasal aka ’
-masing pihak, dimana untuk . e
trJT:j'SI:l?se aka?i %leh kedua pihak berdasarkan laporan k(-‘lhlll(’j'.:ll]”l)‘lhl’”-'.“u’
di“sérahka% oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA schaqa :
dalam pasal 11 perjanjian ini.
¥ 3 Podalanm panal L e e
keuangan sebagamana dimaksuc Cnfall S
Dtalant]dr:]al: lglg(()‘:g;kan O|CJh PIHAK KEDUA, sehundgga perhitungan unbatan
atau ti

bagi hasi! tidak dapat dilakukan atay ditetapkan oleh kedua belah pihak, atay
laporan keuangan Yang ciserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak PERTAMA
ternyata memuat keterangan - keterangan atay pernyataan-pernyataan yang
Secara materiil tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dapat diterima oleh PIHAK
PERTAMA sebagai dasar perhitungan Imbalan Jasa Bagi Hasil untuk satu atay
icuiit periode bagi hasil, maka dalam hal demikian para pihak sepakat untuk
menetapkan sementara Imbalan Bagi Hasil untuk periode bagi hasil yang
bersangkutan sebesar ... . % (eorennn persen) per tahun dari outstanding
pembiayaan PIHAK PERTAMA, satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa
laporan keuangan untuk periode bagi hasil yang bersangkutan tetap harus
diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan/atau mendapat
persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban pembayaran imbalan jasa kepada
PIHAK PERTAMA seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini setiap bulan selambat-
lainbatnya pada wanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dan untuk pertama
kalinya pada bulan pertama sejak pencairan dana pertama kalj dilakukan
demikian seterusnya berturut-turut sampai dilunasinya jumlah fasilitas dana
yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Semua pembayaran Imbalan Jasa Bagi Hasil ¥ang telah dibayar oleh oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 4
pasal ini akan diperhitungkan kembali dalam perhitungan Imbalan Jasa Bagi
Hasil yang seharusnya diperoleh (final) dan ditetapkan berdasarkan laporan
keuangan ¥ang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yang demikian dilakukan
pada setiap akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA.

Apabila sampai dengan akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA tidak dapat
memberikan laporan keuangan tidak memperoleh laporan persetujuan dari
PIHAK PERTAMA maka dalam hal yang demikian kedua belah pihak  setuju

dan bilamana atas dasar perhitungan sebagaimana yang tersebut dalam ayat 4
pasal ini terdapat kelcbihan/kekurangan pembayaran imbalan asa bagi hasil,
maka kelebihannya/kekurangannya itu wajib dibayarkan oleh PIHAK PERYAMA/
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUA/PERTAMA selambat~lambatnya 14 (empat
belas) hari se'elah pelaksarcan perhitungan.

Disamping pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dyat 1 di atas, PJHAK

KEDUA berkewajiban pula membayar kepada PIHAK PERTAMA :

a.  Biaya provisi dan administrasi sebesar ... % (maksimum sebesar 2%) dari
plafond pembiayaan sebagai penggantian biaya evaluasi Proposal yang akan
dibiayai.

Biaya notaris sehubungan dengan pembiayaan diatas Rp..covvea

€. Dimungkinkan penggunaan viaya Asuransi dengan nilai pertanggungan yang

disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
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9. Pembayaran Imbalan Bagi Hasil, biaya pendanaan, biaya administtras, tersebut

di atas wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui : - Rekening PIHAK PERTAMA
yang ada pada Bank ......... Nomor rekening.............. atau paca rekening
lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA 5CCara
tertulis kepada PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMBAYARAN POKOK FASILITAS DANA

- PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Jumlah Fasilitas Dana dengan
sempurna dan dengan cara sebagai berikut

a. Pengembalian dana dilakukan setiap ....... (oo, -) bulan f,cknh aan untuk
pertama kalinya dilakukan pada bulan ............. sejak pencairan dana untuk
pertama kalinya dilakukan. A

b. Besarnya jumlah dana yang dikembalikan setiap ........ [ O, ) bulan

seperti diuraikan dalam daftar yang dibuat di pawan tangan bermatera
Cukup, yang ditanda tangani oleh kedua belah pnhak‘dan dilekatkan pada
minit akte ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah denqgan
janjian ini.
G, g:r?ge:nbalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat 1 pasa
dilakukan setiap akhir bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepulish)
pada bulan berikutnya.

1 am

njamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan yang
. rlmJ:rtthk r(T;iféajyar ol?eh PILAK KEDUA  kepada PIHAK PERTAMA bcru.rf.nk.m
Perjanjian ini, termasuk pengembalian Jumlah Fasiitas Dana m.;y(;))(t;:
pembayaran-pembayaran lainnya yang masih terhutang, PIHAK K
g.'w‘:’::st:\ky?;ﬁkan sebagian dananya atau sinking fund. Pengertian sinking {ul:d
dalam hal ini adalah pengendapan sebagian dana usaha dalam rangk.
pelunasan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan waktu ‘y.mq
ditentukan sejumlah proposional dari cicilan poknk yang disctor ke u:h. m’r:q
atau diwujudkan dalam bentuk deposito berjangka pada suatu h.m:!);.)l(“\)
disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Manakala PIHAK /
didalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali seQald  se=.uaty );‘n'n:;
harus dihayar berdasarkan Perjanjian ini, jcrmasuk scktjruh :)'in,u :(:“iu; "l}
“asilitas Dana biaya-biaya dan lmbalan lasa menurut jorgka w. :
treaIZhl[dtjsi[etapkan, Z’naka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA bcr‘r;)‘:x (;:":
dengan ini pula telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut ken L.'(‘u..-n
merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan denqan Pcu.)‘n.u..)rn 'u- e
PIHAK PERTAMA untuk mencairkan deposito B()r)?nqka u.u Yt .';7".\;\
pelunasan jumlair yang terhutany oleh PIHAK KEDUA kepada
b. ;Ee‘rznTt;\uh:: suatu rekening bersama (joint account) atas nama lej.'f :"! ‘("i‘::
Pada suatu bank yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA quna mesn.ami

A}

Semua pembayara,) yang diperoleh PJHAK KEDUA atas pelaksanaan
perjanjian ini, termasuk namun tigak terbatas pada semua pembayaran pada
PIHAK PERTAMA Maipun dari penjualan hasil produksi PIHAK KEDUA.
Manakala PIHAK KEDUA lalai didalam memenuhi kewajiban pembayaran
kembali jumlah ¥ang yang terhutang dan YaNg harus dibayar berdasarkan
Perjanjian ini, termasuk Jumlah Fasilitas dan Imbalan Jasa menurut jangka
waktu yang telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA
berhak duan dengan ini pula telah diberi kuasa Yang tidak dapat dicabut
kembali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini oleh
PIHAK KEDUA untuk mencairkan dana ¢alam rekening bersama tersebut guna
pelunasan jumlah yang terhutang oleh PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju bahwa PIHAK KEDUA tidak akan

mgngrik atau dengan cara bagaimanapun mencairkan jumiah dana dari deposito
(sinking fund) yang dimaksud tanpa persetujuan tertulis terlepin dahulu dari
PIHAK PERTAMA.

- PIHAK PERTAMA berhak menetapkan jumlah dana tertentu yang wajib dibayar

kembali oleh pPIHAK KEDUA pada waktu tertentu yang senantiasa akan terbukti
cari :

a. Catatan Kartu Investasi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

b. Surat Perjanjian Pembiayaan termasuk perubahan-perubahannya

C. Surat Bukti lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

- PIHAK KEDUA dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dapat membayar

lebih dahulu seluryh atau sebahagian dari Jumlah Fasilitas Dana ataupun Jumlah

melalui rekening PIHAK PERTAMA yang ada pada Bank .. ... nomor rekening

............. atau  pada suatu rekening lainnya Yang - se.waktu-waktu akan
diberitahukan olch PIHAK PFRTAMA secam tertulis kepada PIHAX KEDUA.

Pasal 7
SYARAT - SYARAT PENARIKAN DANA

PlrIAK PERTAMA hanya berkewapban  (ntuk menyediakan dan - memberikan
fasiftas dana yang dimaksud bilamana pIHAK XEDUA telah memenuhi seluruh
peérsyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas
pada :




jumlah dana cari fasilitas dana
iap kali PIHAK KEDUA akan menarik susatu jum \
Sjrzlapdiseljiakan PIHAK PERTAMA tersebut, PIHAK KED_UA mcnyampmkan
Ie gda PIHAK PERTAMA surat permohonan secara resmi pada alamat ".""“)
ditgntukan pada pasal 19 ayat 3 Perjanjian ini sglambat-lambatnya 5 (lima)
hari kerja sebelum tanggal penarikan dana yang dlmakqu. ‘ -
PIHAK PERTAMA telah menerima semua surat-surat izin-izin persetu)
persetujuan dari yang berwenang serta dokumen-dokumen lainnya yanq
i masuk : ) ' ' ‘
g‘peg:ﬁigrfaeranggaran pengeluaran bulanan disertai laporan hasil penjualan
' i ksi.
lan sebelumnya dan laporan hasil produ
b. gleJrSZtujuan tertulis dari kreditur PIHAK KEDUA atas penyertaan PIHAK
' AMA berdasarkan perjanjian ini. A A
;izzmen-dokumen jaminan yang telah dltandaFangana secara sah
i i Perjanjian ini.
bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 :
d f\engaggran Dasar PIHAK PERTAMA, berikut dengan segenap
perubahannya. " e
. Surat-surat bukti pemilikan akti - it
fe Izl:n-izin yang dcimiliki PiilAK KEDUA (lzin usaha, HO, Tanda‘..lxrit]x)r
. Perusahaan, Keterangan Domisili, Surat lzir) Tempat Usaha Qan lain-lair
g. Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi per.....
h. Bukti pembukaan joint accgunt.
i. Posis, hutang, stock dan piutang PIHAK KEDLA per..........
j j bukaan joint account. ‘
J.IHEKU kaEfl?Ar:A tejlah menerima hasil yang meinuaskan mgnurt:::
pertimbangan PIHAK PERTAMA atas pemeriksaan'atas PIHAK KE([:)LIJ/:( :agg'm
l?akukan berdasarkan prosedur standar sebagaimana yang berla .
RTAMA. o o o .
g::i F)’(EEDUA telah memenuhi semua jaminan-jaminan, ‘!?ntn, Egrr‘nyadt;‘m,:]
pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetap
gfr?zzjla:Elg;AMA telah memperoleh jaminan yang cukup menurut
j an PIHAK PERTAMA sendri. o ' "
?’?dr:;n?:rr:l%pat hal-hal atau kejadian-kejadian yang mcnuru[t ﬁmr:r:;;:m
PIHAK PERTAMA dapat mempunyai penqaruh buru; PaESI'/\MA o
térhadap fasilitas dana yang akan diberikan oleh PIHA

PIHAK KEDUA. ' ) o
Telah diperolehnya persetujuan dari kreditur PIHAK KEDUA

Pasal 8
SISTEM PEMBUKUAN

i k untuk
PIHAK KEDUA harus mengadakan suatu sistem pembukuan, bai

Sedikitnya pada setiap akhir tahun buky harus dibuat neraca dan
perhitungan laba/rugi, berikut laporan keuangan lainnya dan harus diperiksa
oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, sesuai cengan syarat-syarat yang
capat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan harus telah diserahkan cleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah berakhirnya tahun buky berjalan.

Seluruh aktivitas keuangan harus melalui rekening seperti yang tersebut
dalam pasal 2 ayat 3 huruf b diatas.

Pasal 9
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA atau penerima
kuasanya yang ditunjuk secara sah dan dengan ini telah diberi kuasa oleh
PIHAK KEDUA UNTUK mengadakan pengawasan, pembinaan dan
pendampingan (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap
PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas Pada segi keuangan,
manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta
resiko lain yang disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA berhak dan untuk itu telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA
untuk menempatkan seorang atau lebih karyawan dalam perusahaan PIHAK
KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMa, khususnya karyawan yang
akan menempati bagian keuangan (finance) atau bidang-bidang lainnya
¥ang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan PIHAK
PERTAMA, usaha PIHAK KEDUA merosot demikian rupa, maka tanpa untuk

waktu yang dianggap tepat oleh PIHAK PERTAMA.

Pengaturan lebih lanjut (bilamana dianggap perlu) mengenai penyerahan
pengelolaan t:saha (manajemen) akan dituangkan dalam suatu perjanjian
tersendiri yang dibuat secara tertulis, ~

PIHAK. KEDUA wajib memberi fasilitas sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA
atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan
pemeriksaan sebagaimana termaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pacal ini,
termasuk pemberian infGrmasi-informas yang benar, baik mengenai PIHAK
KEDUA sendiri maupun para krediturnya (jika ada).

Pasal 10
" PEMERIKSAAN _

l SRk matpih (g e e mmm;ll:g:u;n(l::: L. PIHAK PERTAMA atau penefima kuasanya ¥ang ditunjuk secara sah berhak
ggnerz ‘zfgrnal el b pchksam‘::)n Mt dan dengan ini telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengadakan
meropak i i »ment untuk pengawe "

k bagi managemen
merupakan alat yang bai

untuk perencanaan.

pemeriksaan  (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap

N
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. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan keuangan aliran kas (

. Apabila pertanggungan itu telah dilaksanakan atas nam

PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas pad_a seg kcuangan,
manajemen, perizinan, pengelolaan, sumber daya manusia, proycksi sierta
resiko lain yang disepakati kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA waijib membantu sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atau
penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam_ pelaksanaan pemenkeaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, termasuk p'cmhcrmn
informasi-informasi yang benar, baik mengenai PIHAK KEDUA sendiri maupun

ra krediturnya (jika ada).

giaaya-biaya y);ngotimbul)berkenaan dengan pemeriks22n tersebut akan
ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11
PELAPORAN

cash tlow)
dan laporan produksi/penjualan kepada PIHAK PERTAMA.

. Laporan-laporan tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan dijadikan sebagai dasw

perhitungan imbalan bagi hasil seperti tercantum dalam pasal S ayat 1 h
atas.

. Pelaporan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini wajib diserahkan kepada

PIHAK PERTAMA secara berkala sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekalt,

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak be(akhifnya bulan berjaion
(kecuali dipandang perlu dapat dilaporkan kurang dari waktu tersebut).

Pasal 12
JAMINAN

. Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan yang

i janjian ini, termasuk namun
harus dibayar oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini, e
tidak terbatas pada pembayaran kembali Jumiah Fasilitas Dana oleh PIHAK

PERTAMA, PIHAK KEDUA dengan ini untuk digunakan pada waktunya
memberi jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa !

a.

%Plizma jangka Waktumpe;}n.t.)li;].;’aan PIHAK PERTAMA Durl.)f\f).‘.‘unq P“,‘.A:.('
KEDUA divajibkon mc—m;tu,. 2SUrdnsi jwa . ;k_,,
NAMA...coveeeeeeesennnnnnmneneenes dengan nilay pertanggungan Y&

275 TR 3 PIHAK KEDUA,

perubahan atos pohs anurant
ang  berlakunya atas beban
mpunyar hak menagih dan

PIHAK PERTAMA dkuasakan untuk mengajukan
yang berkenaan termasuk juga memperpan)
PIHAK KEDUA, agar supaya PIHAK PERTAMA me
menerima uang pertanggungan.

—

Pasal 13
KESANGGUPAN

. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan

penatausahaan semua administrasi dan penyediaan tenaga staf yang
diperlukan sehubungan dengan pengembangan perusahaan PIHAK KEDUA,
termasuk tenaga pembukuan yang cakap.

. PIHAK KEDUA sanggup menanggung semua biaya termasuk pajak-pajak yang

terhutang dan yang timbul serta wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA selama
berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua
biaya serta pajak-pajak yang terhutang sehubungan dengan penatatzchaan
administrasi dan penvediaan staf dalam rangka pengembangan perusahaan
PIHAK KEDUA

. PIHAK KEDUA sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk

mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang tmbul
berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada
pengembalian Jumlah Fasilitas Dana, seluruh atau sisa imbalan jasa yang
terhutang biaya administrasi yang masih terhutang kepada PIHAK PERTAMA
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk mengurus

perolehan semua izin-izin yang diperlukan dari instansi yang terkait guna
terselenggaranya usaha dengan baik.

. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan

melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku pada PIHAK PERTAMA mengenai pemberian fasilitas dana, baik yang
saat ini telah ada maupun yang dikemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh
ketentuan-ketentuan,- syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak
bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat
mengikat ataupun suatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14
PERNYATAAN — PERNYATAAN

. PIHAK KEDUA dengan ini mecnyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA

tentang kebenaran-kebenaran hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian ini dan perianpan lainnya yang
dibuat sehubungan dengan Perjanjian, PIHAK PERTAMA tdak akan
mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan
apapun juga baik dari ahli waris persero, para penerima haknya maupun
dari pihak lain.

b. Bahwa PIHAK KEDUA, pesero aktif maupun pesero komanditernya atau
pihak yang mewakilinya berhak sepenuhnya untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian ini. '

c. Bahwa untuk dibuat dan dilaksanakannya Perjanjian ini tidak diperlukan
atau dipersyaratkan dipenuhinya persetujuan lain selain dari yang secara
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tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas
pada para kreditur PIHAK KEDUA

d. Bahwa keadsan keuangan dan jalannya usaha PIHAK KEDUA telah
digambarkan secara nyata dan tidak menyesatkan sebagaimana

tercermin dari laporan keuangan yang akan diserahkan kepada Plt!*¥
PERTAMA dan tidak ada hal-hal lain yang belum diungkapkan dalam
laporan keuangan terschut yang bisa mempengaruhi pemeriksaan yang
nantinya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungar  dengan
pemberian fasilitas dana tersebut.

e. Bahwa Perianjian ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan
ketentuan dari perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah dibuat oleh
PIHAK KEDUA dengan pihak lain.

f. Bahwa hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA udak

mempunyai sesuatu hutang dalam bentuk apapun kepada prhok ton,

kecuali secara tegas dan tertulis telah diberitahukan terlebih dahutu uih

PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebeium penandatanganan

Perjanjian ini.

Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak akan

membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pernyataan

pernyataan atau kesanggupan-kesanggupan dengan pihak lain yang
sekiranya dapat mempengaruhi dan membahayakan kekavaon dan
keadaan keuangan PIHAK KEDUA dan keberadaan Perjanjian 1n.

2. Bilamana terdapat hal-hal atau jaminan-jaminan atau keterangan-keturangan
serta dokumen-dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAY YEDUA
dalam Perjanjian ini dan/atau bilamana ada gugatan/tuntugan dan pihak
manapun sehubungan dengan dibuat, ditandatangani dan dilaksanakanny.
perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji untuk. -

a. Melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari qugatan/tuntutan
tersebut.

b. Akan menanggung sendiri gugatan/tuntutan tersevut. , ]
C. Atas perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK

PERTAMA segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA “.chaqg.n
akibat adanya gugatan/tuntutan tersebut.

Fasal 15
PEMBATASAN - PEMBATASAN

hod

dan

Para pesero aktif dan komanditer PIHAK KEDUA tidak berhak mwlakukan .

berikut dibawah ini tanpa sepengetahuan dan seizin dengan pertatujuon tertute.

PIHAK PERTAMA yaitu :

a. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakon
pada kepailitan.

b. Mendapatkan fasilitas pecmbiaydan dalam ben
atau institusi apapun yang menimbulkan kewajib i
dijaminkannya sebagian atau semua havta kekayaan PIHAK KEDUA.

yong 1me

tuk apapun Jon suato it
an dan atou menpadhian

-_____—‘

€. Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang
menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada
PIHAK PERTAMA.

d. Menjaminkan, menggadaikan, menjual, menyewakan atau dengan cara lain
mempertanggung¥an harta kekayaannya pihak ketiga.

e. Membagikan keuntungan usaha baik sementara (int€rlm) maupun final.

f.  Mengubah anggaran dasar, susunan pesero dan pengurus.

Pasal 16
KELALAIAN

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam
Perjanjian ini seluruh atau sisa Jumlah Fasilitas Dana yang terhutang oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat ditagih oleh PIHAK PERTAMA dan karenanya
PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan seketika dan
sekaligus seluruhnya walaupun saat pelunasan Jumlah Fasilitas Dana sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 3 diatas belum berakhir bila :

1. PIHAK KEDUA lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya
menurut ketentuan dalam perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA menerima pernyataan, surat keterangan atau dokumen-
dokumen lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, pemberi jaminan atau
penjamin kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata
tidak mempunyai kebenaran dalam arti materil.

3. PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin mengajukan ketetapan atau
memperoleh ketetapan sebagai dinyatakan dalam keadan pailit, atau ditaruh di
bawah pengampunan ™ onder curatele gesteld” atau memperoleh penundaan
pembayaran dari pengadilan, baik bersifat sementara maupun pasti (tetap) "
surseance van betaling”, atau karena alasan apapun juga tidak layi berhak
mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

4. Surat Izin atau lisensi atau persetu;uan yang dikeluarkan/diberikan oleh
instansi/pihak yang berwenang kepada PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau
Penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
sehingga PIHAK KEDUA, pemberi Jaminan atau Penjamin sudah tidak dapat lagi
menjalankan usahanya secare sah

S. Harta benda PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin disita baik
sebahagian maupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak manapun jiga.

6. PIHAK KEDUA mengadakan pengubahan anggaran dasar, susunan pengurus
tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.

7. PIHAK KEDUA tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau syarat-syarat
dari Perjanjian in.

Persyaratan mengenai surat tegoran juru sita atau surat-surat. lainnya yang -
serupa dengan itu, demikian pula keuntungan-keuntungan yang diperoleh
berdasarkan ketentuan dalam pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indcnesia dengan ini dilepaskan oleh PIHAK KEDUA, sehingga
keputusan, ketetapan ataupun izin atau kuasa dari pengadilan tidaklah
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diperlukan lagi didalam hal terjadinya kejadian-kejadian sebagaimana yang
dimaksudkan dalam ayat diatas.

Pasal 17
HAK UNTUK MENIN3JAU KEMBALI

Tiada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjan
lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang dapat mengurangs
hak PIHAK PERTAMA untuk meninjau kembali secara berkala dan/atau menarik
kembali atau membatalkan Jumlah Fasilitas Dana yang onur atau teldh
diserahkan berdasarkan Perjanjian ini, yakni didalam hal terjadi perubahan dalam
jumlah dana dari PIHAK PERTAMA yang disediakan untuk mana perjanjan
pembiayaan ini diadakan ataupun jikalau dikemudian hari terdapat kejadian-
kejadian yang mecnurut pertimbangan PIHAK PERTAMA  akan dapat
membahayakan Jumlah Fasilitas Dana tersebut.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan
diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan hasiinya
akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dar Perjanpian
n.

2. Apabila satu atau lebil ketentuan yang dimuat daiam Perjanjian ini tidak
berlaku, tidak sah atau tidax dapat dilaksanakan dalam hat apapun
berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam
Perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.

3. Setiap surat dan/atau pemberitahuannya yang berhubungan dengan
Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepda pihak lain
melalui facsimil, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara
langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tonda
penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut, kecuali gphok
tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih
dahulu selambat-lombatnya ......... (T ) hari kalender sebelumny.y.

a. PT. PNM TEGNO VENTURE
Alamat RV P ek R R
Telepon 2 uiwisssswian
Fax

Telepon
Facsimile : ...

Pasal 19
DOMISILI

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelezksanaannya, para pihak
sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di
Kantor Kepaniteraai Pengadilan Negeri .................. di

Derpik‘!ap akte ini dibuat dan ditandatangani, oleh kedua belah pihak
pada hari ini dan tanggal seperti disebut diawal akte ini dengan

NOAIIS......oovieiieiieeiee e, sebagai saksi.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. PNM TECHNO
VENTURE

SAKS!I

Notaris




Lamanran &Y
{untuk Koperasi)

AKAD PENGGUNAAN FASILITAS DANA MAP
ANTARA
PT. PNM TECHNO VENTURE DENGAN KUKM-PPU

Nomor : ...... /e [eeen.. [ooennn. /2002

Pada hari ini .........c........... tanggal............... bulan sicaasiii, tahun Dua Ribu

Dua, kami yang bertandan tangan dibawah ini .

Nama H
Jabatan dalam PT. PNM

Alamat -

ENTURE,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PNM TECHNO V
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama e e
Jabatan 3 Ketua Koperasi ............ccouecemrenenn.

Alamat E  Remaneseensa TSR AR

Nania
Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nNama KOperast .........c..........
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

i AL
Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mcnggdnkgn (?cr]an]mn dalom ¢
penggunaan fasilitas dana MAP, yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
FASILITAS DANA

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan modal  kepada PIHAK KEDUA sebesar
RP o, (CrDIANG cvvevvcrrersssereeessemsemeeessese s 3

2. Bahwa PIHAK KEDUA akan memanfaatkan modal tersebut untuk membiayai
kegiatan usaha produktif (non - konsumtif) dan mengembalikan modal tersebut
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan iadwal yang disepakati.

Pasal 2
BENTUK PEMBIAYAAN

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
adalah bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana PIHAK PERTAMA setuju
menyediakan dan PIHAK KEDUA setuju menerima sejumlah fasilitas dana tertentu
dari PIHAK PERTAMA dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA menyerahkan fasilitas dana tertentu kepada dan untuk
dipergunakan oleh PIHAK KEDUA quna pengembangan usahanya.

Pasal 3
JUMLAH DAN TuJUAN PENGGUNAAN FASILITAS DANA

1. PIHAK PERTAMA berjanji menyediakan dan pada waktunya menyerahkan
fasilitas  dana kepada PIHAK KEDUA  senilai Rp

G rupiah)  untuk selanjutnva
disebut sebagai “fasilitas dana”,

2. Jumlah fasilitas dana tersebut hanya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA

sebagai : Modal kerja senilai Rp. e
(v ) dan Investasi senilai
e

Bilamana biaya-biaya diatas lebil tinggi dibandingkan dengan rencana, maka
kekurangannya menjadi beban PIHAK KEDUA condini atau pihak-pihak lain
diluar PIHAK KEDUA, sedangkan bila biaya-biaya tersebut dibawah rencana,
maka kelebihannya akan digunakan sebagai modal kerja oleh PIHAK KEDUA

3. Fasilitas dana tersebut hanya akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA setelah

Syarat-syarat penarikan dana sebagaimana pasal 7 penanjian ini telah
terpenuhi.

)




Pasal 4
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

ji nyedizkan sejumiah fasilitas dana
PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk me/y e terhiting i

tersebut untuk jangka waktu maksimal .... {oveeernerenees
tanggal perjanjian.

PIHAK KEDUA wajib untuk membayar seluruh kev_vajibannya yang ter(;l:r:agg
dan yarg timbul berdasarkan perjanjiap yang dibuat sehl:(t;tngig‘tas dgna
perjanjian ini, termasuk atas semua kewajiban pembayaran po

dan imbalan jasa bagi hasil.

simana dimaksud dalam ayat 1 pasal int hanya

i seba ;
Jangka waktu pembiayaan 9 tujuan tertulis dari kedua belah pihak.

dapat diperpanjang dengan perse

Pasal 5 N
IMBALAN BAGI HASIL DAN BIAYA-BIAYA LAI

i apban
Atas fasilitas pembiayaan tersebut, maka ElHAK KEDUA mempunyai kewajiba
membayar kepada PIHAK PERTAMA s2bagai berikut :

a. Imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan.anta.ra PIHAK PEF;;T;T/\ d(.ngi/r;
' PIHAK KEDUA, yaitu imbalan bagi hasil setiap bulan‘ se ‘Hnub.cforc
persen) dari laba sebelum bunga dan pajak (earning

i j ‘t e n
interest and tax) per bulan menurun berdajalrk;r; ﬂawug:;acaﬁ;rz?gz ;:ch
i i d diatas adalah la
Laba usaha sebagaiman dimaksud el
ivi Jum dan sesudah pembiay
i dapatan aktivitas usaha baik sebg R
b gzrt:eﬁfgan?mbalan jasa bagi hasil seperti tersebut padq zyat zlmh:grll.( ?(S;U‘m
. ini dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sekali deng S
tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dxpcrhuqnqkan don
sesuai prinsip — prinsip akuntansi Indone "l;l
sesuai dengan standard yoY) dionut oleh

Laba usaha sebagaimana im
laporan keuangan PIHAK k:DQA
yang berlaku secara umum dan
perusahaan modal ventura.

erupakon bagun dare hak

an ditentukan
hain

an jasa bayk hasil m

i eriode bagi hasil ak
o uangan yanaq .

penetapan besarnyd jumiah imbal

ing- i ihak, dimana un :
T epakat plIeh kedua pihak berdasarkan laporan ke

| v { akotxd
g_a” d';sifi!pnazzllenh %IHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dim.
isera < KEC
dalam pasal 11 perjanjian.
a4 wlambat
i i 1 dalam pasal 11 e
nqan schagaimana dimaksuc T
Dalam' o blpora?kkeugl th PIMAK KEDUA, sehinyga perhitungan nnh'\ :\u ]“1,”
ool K ok dapat il kan atau ditetapkan oleh kedua belahy ik, dt
KN die Q

bagi hasil tidak dapat dilak

laporan keuangan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak PERTAMA
ternyata memuat keterangan - keterangan atau pernyataan-pernyataan yang
secara materiil tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dapat diterima oleh PIHAK
PERTAMA sebagai dasar perhitunnan Imbalan Jasa Bagi Hasil untuk satu atau
lebih periode bagi hasil, maka dalam hal demikian para pihak sepakat untuk
menetapkan sementara Imbalan Bagi Hasil untuk periode bagi hasil yang
bersangkutan sebesar ....... Y GO persen) per tahun dari outstanding
pembiayaan PIHAK PERTAMA, satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa
laporan keuangan untuk periode bagi hasil yang bersangkutan tetap harus
diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan/atau mendapat
persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban pembayaran imbalan jasa kepada
PIHA PERTAMA seperti tersebut dalam ayai 1 pasal ini setiap bulan selambat-
lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dan untuk pertama
kalinya pada bulan pertama sejak pencairan dana pertama kali dilakukan
demikian seterusnya berturut-turut sampai dilunasinya jumlah fasilitas dana
yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Semua pembayaran Imbalan Jasa Bagi Hasil yang telah dibayar oleh oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 4
pasal ini akan diperhitungkan kembali dalam perhitungan Imbalan Jasa Bagi
Hasil yang seharusnya diperoleh (final) dan ditetapkan berdasarkan laporan
keuangan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yang demikian dilakukan
pada setiap ulang tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA.

Apabila sampai dengan akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA tidak dapat
memberikan laporan keuangan tidak memperoleh laporan persetujuan dari
PIHAK PERTAMA maka dalam hal yang demikian kedua belah pihak setuju
menetapkan bagi hasil yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA sebagai bagi hasil final (akhir) untuk periode satu tahun pembiayaan
dan bilamana atas dasar perhitungan sebagaimana yang tersebut dalain ayat 4
pasal ini terdapat kelebihan/kekurangan pembayaran imbalan jasa bagi hasil,
maka kelebihannya/kekurangannya itu wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA/
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUA/PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari selelah pelaksanaan perhitungan.

Disamping pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, PIHAK

KEDUA berkewajiban pula membayar kepada PIHAK PERTAMA :

a. Biaya provisi dan administrasi sebesar ........ % (maksimum sebesar 2%) dan
plafond pembiayaan sebagai penggantian biaya evaluasi proposal yang akan
dibiayai.

b. Biaya notaris sehubungan dengan pembiayaan diatas Rp...............

c¢. Dimungkinkan penggunaan biaya Asuransi dengan nilai pertanggungan yang
disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.




9. Pembayaran Imbaian Bagi Hasil, biaya pendanaan, biaya admini«ttras:, terseout

di atas wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui : - Rekening PIHAK FERTAMA
yang ada pada Bank .......... Nomor rekening.............. atau pada rekening
lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara

tertulis kepada PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMBAYARAN POKOK FASILITAS DANA

. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Jumlah Fasilitas Dana dengan

sempurna dan dengan cara sebagai berikut : .

a. Pengembalian dana dilakukan setiap ....... (s ) bulan ;ekah dan untuk
pertama kalinya dilakukan pada bulan .............. seiak pencairan dana untuk
pertama kalinya dilakukan.

b. Besarnya jumlah dana yang dikembalikan setiap ........ (—— ) bulun
seperti diuraikan dalam daftar yang cibuat di bawah tangan berrnatera
cukup, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dllegatkan pada
minit akte ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan
perjanjian ini. .

c. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat 1 pasal
dilakukan setiap akhir bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh)

pada bulan berikutnya.

. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan yanq
harus dibayar oleh PIHAK KEDUA  kepada PIHAK P.E.RTAMA berdasarkan
Perjanjian ini, termasuk pengembalian Jumlah Fasilitas Dana maupun
pembayaran-pembayaran lainnya yang masih terhutang, PIHAK KEDUA
diwajibkan : g [ .

d isihkan sebagian dananya atau Sid
’ 24;2%5 hal ini ad%lah pengendapan sebagian dana usaha dalam rangka
pelunasan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasa.rkan waktu yang
ditentukan sejumlah proposional dari dcilan pokok yang disetor ke rekening
atau diwujudkan dalam bentuk deposito berjangka pada suatu bank yang
disetujui secara tertulis oleh PIIIAK PERTAMA. Manakala PIHAX KEDUA

king fund. Pengertian sinking fund

didalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali seqala scs;»uom y.m:
harus dibayar berdasarkan Perjanjiar. ini, termasuk Selurgh atau sl Jumiat
Fasilitas Dana biaya-biaya dan Imbalan Jasa menurut jangka \;dertuky.;u:(i

A berhak Ly

telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAM
dengan ini pula telah diberi kuass yang tidak dapat dicabut kembaoh (:n;:
merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengun Dorjanpan w ok

PIHAK PERTAMA untuk mencairkan deposito  Berjangka lcrf»('l)u(”{']nr.\.l
pelunasan jumloh yang terhutang oleh PIHAK KEDUA kupada  Pittan

Ay PIMAK KL DUA
b. Membuka suatu rekening bersama (joint account) atas nama . '
pada suatu bank yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA guna eiimpuiig

4

semua pembayaran yang diperoleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan
perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua pembayaran pada
PIHAK PERTAMA mauwpun dari penjualan hasil produksi PIHAK KEDUA.
Manakala PIHAK KEDUA lalai didalam memenuhi kewajiban pembayaran
kembali jumlah yang yang terhutang dan yang harus dibayar berdasarkan
Perjanjian ini, termasuk Jumlah Fasilitas dan Imbalan Jasa menurut jangka
waktu yang telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA
berhak dan dengan ini pula telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut
kembali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini oleh
PIHAK KEODUA untuk mencairkan dana dalam rekening bersama tersebut guna
pelunasan jumisch yang terhutang oleh PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju bahwa PIHAK KEDUA tidak akan

menarik atau dengan cara bagaimanapun mencairkan jumlah dana dari deposito
(sinking fund) yang dimaksud tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK PERTAMA berhak menetapkan jumlah dana tertentu yang wajib dibayar

kembali oleh PIHAK KEDUA pada waktu tertentu yang senantiasa akan terbukti
dari :

a. Catatan Kartu Investasi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

b. Surat Perjanjian Pembiayaan termasuk perubahan-pérubahannya

c. Surat Bukti lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

S. PIHAK KEDUA dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dapat membayar

lebih dahulu seluruh atau sebahagian dari Jumlah Fasilitas Dana ataupun Jumlah

Dana yang terhutang, meskipun jangka waktu yang disebutkan dalam pasal 3

ayat 1 perjanjian ini belum berakhir, dengan ketentuan :

3. Pembayaran lebih dahulu atas Jumlah Fasilitas Dana hanya dapat  dilakukan
setelah 1 (satu) tahun berlangsungnya Perjanjian ini. 3

b. PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pembayaran kembali lebih
dahulu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kaiender sebelum pembayaran
lebih dahulu dilakukan secara tertulis.

C. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran lebih dahulu
sepenuhnya ditanggung dan harus dibayar c!ch PIHAK KEDUA

6. Pembayaran kembali jumlah Fasilitas Dana wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA

melalui rekening PIHAK PERTAMA yang ada pade Bank .......... romor rekening
............. atau pada suatu rekening lainnya yang sewaktu-waktu akan
diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secam tertulis kepada PIHAK KFDUA.

Pasal 7
SYARAT — SYARAT PENARIKAN DANA

PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan
fasilitas dana yang dimaksud bilamana PIHAK KEDUA telah memenuhi seluruh
persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas

pada :

O




Setiap kali PIHAK KEDUA akan menarik suatu jumlah dana dari fasilitas dana

yang disediakan PIHAK PERTAMA tersebut, PIHAK KEDUA menyampaikan

vepada PIHAK PERTAMA surat permohonan secara resmi pada alamat yang

ditentukan pada pasal 19 ayat 3 Perjanjian ini selambat-lambatnya S (lima)

hari kerja sebelum tanggal penarikan dana yang dimaksud.

PIHAK PERTAMA telah menerima semua surat-surat izin-izin persetujuan-

persetujuan dari yang berwenang serta dokumen-dokumen lainnya yang

diperlukan termasuk :

a. Rencana anggaran pengeluaran bulanan disertai laporaii hasil nenjualan
bulan sebelumnya dan laporan hasil produksi.

b. Persetujuan tertulis Sari kreditur PIHAK KEDUA atas penyertaan PIHAK
PERTAMA berdasarkan perjanjian ini.

c. Dovumen-dckumen jaminan yang telah ditandatangani secara sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 10 Perjanjian ini.

d. Anggaran Dasar PIiH{AK PERTAMA, Dberikut dengan segenap
perubahannya. v

e. Surat-surat bukti pemilikan aktiva tetap.

f. Izin-izin yang dimiliki PIHAK KEDUA (lzin usaha, HO, Tanda Daftar

Perusahaan, Keterangan Domisili, Surat Izin Termpat Usaha dan lain-lain)

Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi per.....

Bukti pembukaan joint account.

Posisi, hutang, stock dan piutang PIHAK KEDLA per..........

. Bukb pembukaan joint account

PIHAK PERTAMA telah menerima hasil yang memuaskan menurut

pertimbangan PIHAX PERTAMA atas pemeriksaan atas PIHAK KEDUA yang di

lakukan berdasarkan prosedur standar sebagaimana yang berlaku pada

PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA telah memenuhi semua jaminan-jaminan, janji, pernyataan-

pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam

Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA  telah memperoleh jaminan yang cukup menurat

pertimbangan PIHAK PERTAMA sendri.

Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan

PIHAK PERTAMA dapat mempunyai pengaruh bursk atac  merugikan

ternadap fasilitas dana yang akan diberikan olch PIHAK PERTAMA kepada

PIHAK KEDUA.

Telah diperolehnya persetujuan dari kreditur PiHAK KEDUA

Swo

— -

Pasal 8
SISTEM PEMBUKUAN

PIHAK KEDUA harus mengadakan suatu sistem pembukuan, bak untuk
general accounting maupun cost accounting, sehingga memunglknkan
adanya internal control yang baik, memudahkan pelaksanaan audit dan
merupakan alat yang baik bagi management untuk pengawasan maupun
untuk perencanaan.

2.

Sedikitnya pada setiap aknir tahun buku harus dibuat neraca dan
perhitungan laba/rugi, berikut laporan keuangan lainnya dan harus diperiksa
oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, sesuai dengan syarat-syarat yang
dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan harus telah diserahkan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah berakhirnya tahun buku berjalan.

Seluruh aktivitas keuangan harus melalui rekening seperti yang tersebut
dalam pasal 2 ayat 3 huruf b diatas.

Pasal 9
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Selama ber!angsungnya Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA atau penerima
kuasanya yang ditunjuk secara sah dan dengan ini telah diberi kuasa oleh
PIHAK KEDUA UNTUK mengadakan pengawasan, pembinaan dan
cendampingan (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap
PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan,
manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi sefta
resiko lain yang disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA berhak dan untuk itu telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA
untuk menempatkan seorang atau lebih karyawan dalam perusahaan PIHAK
KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, hiiususnya karyawan yang
akan menempati bagian keuangan (finance) atau bidang-bidang lainnya
yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan PIHAK
PERTAMA, usaha PIHAK KEDUA merosot demikian rupa, maka tanpa untuk
itu diperlukan lagi suatu tindakan hukum berupa apapun juga, PIHAK
KEDUA wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha (manajemen)
perusahaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sampai suatu jangka
waktu yang dianggap tepat oleh PIHAK PERTAMA.

Pengaturan lebih lanjut (bilamana dianggap perlt) mengenai penyerahan
pengelolaan usaha (manajemen) akan dituangkan dalam suatu perjanjian
tersendiri yang dibuat secara tertulis.

PIHAK KEDUA wajib memberi fasilitas sepenuhnys kepada PIHAK PERTANMA
atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan
pemceriksaan scbagaimana termaksud daiam ayat !, 2 dan 3 pasa! ini,
termasuk pembenian informasi-informasi yang benar, baik mengenai PIHAK
KEDUA sendiri maupun para krediturnya (jika ada).

Pasal 10
PEMERIKSAAN A

. PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah berhak

dan dengan ini telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengadakan

A




. Biaya-biaya
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Pasal 11
PELAPORAN
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Pasal 12
JEMINAN

an
jamin pembayar h y_angitgrrt\uta;;gs :kar‘: aymuc;l‘
- (":Janasn:j?trgay?rlr:)gh PIHAK KEDUA berdasarkan p‘:rr\]a:];?t aIZ"Dg::: Srihed
ru : 2
kembali Jum
adk nerbates e e a: ini untuk digunakan pada waktunya

AK KEDUA deng -
ciilike Tt kepada PIHAK PERTAMA berupa :

an kembali seluruh jumia

.............................................. A ' o s
bS.el-z;%z.:mj“abr'{cj'l(”a“waktu pembiayaan PIHAK PERrr:rh:S/i\ berlo;miasaun g gy
. iwaji menutup asu o
iy e dengan nilai pertanggungan scbe

P11 1F: WSROI L ,
AK KEDUA,
- itu telah dilaksanakan atas nama PIH

. i j ol asurans
Apab"anleertZ&g/?dk%asakan untuk menga)ukan_perubahc?nkjrt]ayi patas e
PIHAK an termasuk Juga memperpanjang  berlak infa 1 ih dan
ok Kb:[r:_léelr}}a\ agar supaya PIHAK PERTAMA mempunyai
P1HA .

menerima uang pertanggungan.

—

~N

Pasal 13
KESANGGUPAN

. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk me!aksanakan

penatausshaan semua administrasi dan penyediaan tenaga staf yang
diperlukan sehubungan dengan pengembangan perusahaan PIHAK KEDUA,
termasuk tenaga pembukuan yang cakap.

. PIHAK KEDUA sanggup menanggung semua biaya termasuk pajak-pajak yang

tertiutang dan yang umbul serta wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA selama
berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua
biaya serta pajak-pajak yang terhutang sehubungan dengan penatausahaan
administrasi dan penyediaan staf dalam rangka pengembangan perusahaan
PIHAK KEDUA

. PIHAK KEDUA sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk

mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbul
berdasarkan Perjanjian ini, termadsuk namun tidak terbatas pada
pengembalian Jumlah Fasilitas Dana, seluruh atau sisa imbalan jasa yang
terhutang biaya administrasi yang masih terhutang kepada PIHAK PERTAMA
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk mengurus

perolehan semua izin-izin yang diperlukan dari instans yang terkait guna
terselenggaranya usaha dengan baik.

. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan

melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku pada PIHAK PERTAMA mengenai pemberian fasilitas dana, baik yang
saat ini telah ada maupun yang dikemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh
ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak
bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat
mengikat ataupun suatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14
PERNYATAAN — PERNYATAAN

. PIHAK KECUA dengan ini menyatakan dan meniamin PIHAK PERTAMA

lentang kebenaran-kebenaran hal-ha! sebagai berikut :

a. Bahwa dengan dibuatnya Perjanjan ini dan perjanjian lainnya yang
dibuat sehubungan dengan Perjanjian, PIHAK PERTAMA tidak akan
mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan
apapun juga baik dari ahli waris persero, para penerima haknya maupun
dari pihak lain.

b. Bahwa PIHAK KEDUA, pesero aktif maupun pesero komanditernya atau
pihak yang mewakilinya berhak sepenuhnya untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian ini.

c. Bahwa untuk dibuat dan dilaksanakannya Perjanjian ini tidak diperlukan
atau dipersyaratkan dipenuhinya persetujuan lain selain dari yang secara
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Pasal 15
PEMBATASAN - PEMBATASAN
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Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang
menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada
PIHAK PERTAMA.

Menjaminkan, menggadaikan, menjual, menyewakan atau dengan cara lain
mempertanggungkan harta kekayaannya pihak ketiga.

Membagikan keuntungan usaha baik sementara (interim) maupun final.
Mengubah anggaran dasar, susunan pesero dan pengurus.

Pasal 16
KELALAIAN

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam
Perjanjian ini seluruh atau sisa Juniiah Fasilitas Dana yang terhutang oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat ditagih ole™PIHAK PERTAMA dan karenanya
PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan seketika dan
sekaligus seluruhnya walaupun saat pelunasan Jumlah Fasilitas Dana sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 3 diatas belum berakhir bila :

1.

2

PIHAK KEDUA lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya
menurut ketentuan dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA menerima pernyataan, surat keterangan atau dokumen-
dokumen lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, pemberi jaminan atau
penjamin kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata
tidak mempunyai kebenaran dalam arti materil.

. PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan alau Penjamin mengajukan ketetapan atau

memperoleh ketetapan sebagai dinyatakan dalam keadan pailit, atau ditaruh di
bawah pengampunan " onder curatele gesteld” atau memperoleh penundaan
pembayaran dari pengadilan, baik bersifat sementara maupun pasti (tetap) "
surseance van betaling”, atau karena alasan apapun juga tidak lagi berhak
mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

. Surat Izin atau lisensi atau persetujuan yana dikeluarkan/diberikan olen

instansi/pihak yang berwenang kepada PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau
Penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
sehingga PIHAK KEDUA, pemberi Jaminan atau Penjamin sudah tidak dapat lagi
menjalankan usahanya secara sah

. Harta benda PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminar atau Penjamin disita baik

sebahagian niaupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak manapun juga.

. PIHAK KEDUA mengadakan pengubahan anggaran dasar, susunan pengurus

tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KENLUIA tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau syarat-syarat
dari Perjanjian ini.

Persyaratan mengenai surat tegoran juru sita atau surat-surat lainnya yang
serupa dengan itu, demikian pula keuntungan-keuntungan yang diperoleh
berdasarkan ketentuan dalam pasal 12606-1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia dengan ini dilepaskan oleh PIHAK KEDUA, sehingga
keputusan, ketetapan ataupun izin atau kuasa dari pengadilan tidaklah



diperiukan lagi didalam hal terjadinya kejadian-kejadian sebagaimana yang
dimaksudkan dalam ayat diatas.

Pasal 17
HAK UNTUK MENINJAU KEMBALI

Tiada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian
lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang dapat mengurangi
hak PIHAK PERTAMA untuk meninjau kembali secara berkala dan/atau menarik
kembali atau membatalkan Jumlah Fasilitas Dana yang akan atau telah
diserahkan berdasarkan Perjanjian ini, yakni didalam hal terjadi perubahan dalam
jumlah dana dari PIHAK PERTAMA yang disediakan untuk mana perjanjian
pembiayaan ini diadakan ataupun jikalau dikemudian hari terdapat kejadian-
kejadian yang menurut pertimbangan PIHAK PCRTAMA akan dapat
membahayakan Jumlah Fasilitas Dana tersebut.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan
diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan hasilnya
akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari Perjanjian
ini.

2. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun
berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam
Perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.

3. Setiap surat dan/atau pemberitahuannya yang berhubungan dengan
Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepda pihak lain
melalui facsimil, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan serara
langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda
penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut, kecuali pihak
tersebut membenkan alaimat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih
dahulu selambat-lambatnya ......... (s ) hani kalender sebelumnya.

a. PT. PNM TECHNO VENTURE
Alamat S asesesuaEee RS A Sy e RS e R SRR

Telepon
Facsimile $usmaiaersitnus

Pasal 19
DOMISIL]

Mengenai Perjanjian ini
Jian ini dengan ;
sepakat memilih tempat kedgiam :r?gha‘a akibat dan pelaksanaannya, para pihak

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Neg::umnya yang tetap dan tidak berybah dj

Demikian akte ini dip i
pade hari ini lbuat dan ditandatangani, oleh kedua belah pihak

dan tanggal seperti disebut diawal akte

notaris..... ini
................................. sebarai saksi. Int - dengan
PIHAK PERTAMA —
PT. PNM TECHNO Kooaras - IKEDUA
VENTURE PEIASE e,
................................... N SN
Ketua
SAKSI

Notaris
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